
i 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. PIR JAYA PERKASA 

DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG TIDAK DIPERPANJANG 

KONTRAK KERJA 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat 

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum 

 

 

Oleh: 

Muhammad Alfarizi Suanda 

1906200109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2023 

 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha 

pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa 

yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu Di PT.PIR JAYA PERKASA Dalam Pemenuhan Hak 

Pekerja Yang Tidak Diperpanjang Kontrak Kerja. 

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak 

Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami 

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum 

atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, 

S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. 

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu 



viii 

 

Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah 

memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. 

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih 

kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian 

berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman 

seperjuangan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan. 

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Hendra Suanda dan Herlina, yang 

telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada keluarga, 

yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. 

Demikian juga kepada 1905160379 yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan 

memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. 

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam 

kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak 

berperan, terutama kepada kakanda Muhammad Al Fathan Sebagai tempat curahan hati 

selama ini, begitu juga kepada kakanda Try Ambarwati, terimakasih kakanda, atas 

semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan 

arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan 

terimakasih yang setulus-tulusnya. 



ix 

 

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang 

yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, 

begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada 

masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain 

yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan 

mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya 

Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Medan,  Juli 2023 

Hormat Saya 

     Penulis, 

 

 

 

Muhammad Alfarizi Suanda 

NPM. 1906200109 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ABSTRAK 

 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. PIR JAYA PERKASA 

DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG TIDAK DIPERPANJANG 

KONTRAK KERJA 

 

Muhhammad Alfarizi Suanda 

1906200109 

 

 

Ketidaksadaran hukum yang dimiliki pengusaha mengakibatkan pengusaha 

kurang memahami isi dari penyusunan perjanjian kerja kontrak yang menyebabkan 

ketidakadilan antara hak serta kewajiban pekerja/buruh yang harus terpenuhi. 

Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu didasari oleh beberapa faktor kelalaian atas dasar ketidaktahuan bagaimana 

seharusnya perjanjian kerja itu dibuat baik dari kriteria pendidikan yang menunjang 

kinerja para pekerja/buruh juga rincian perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data 

sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa implementasi hukum 

ketenagakerjaan di PT. Pir Jaya Perkasa belum diimplementasikan seluruhnya, seperti 

waktu kerja yang melebihi ketentuan yang diatur oleh undang-undang, jaminan sosial 

yang belum diikutsertakan seluruhnya, dan juga tidak adanya pemberian kompensasi 

yang diberikan pada saat perpanjangan PKWT. PT. Pir Jaya Perkasa juga belum 

mengangkat pekerja kontrak yang sudah bekerja 5 Tahun atau lebih menjadi pekerja 

tetap. Pemenuhan hak pekerja yang tidak diperpanjang kontrak kerja juga belum 

dilakukan seluruhnya, sehingga pekerja tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya 

didapat. PT. Pir Jaya Pe lrkasa diharapkan me lngimple lmelntasikan waktu kelrja yang 

selsuai delngan pelrundang-undangan yang ada, jaminan so lsial yang dise llelnggarakan 

ollelh pelmelrintah juga harus se lpelnuhnya diikuti agar pe lkelrja melndapatkan hak-hak 

yang selharusnya didapatkan. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Implementasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Indolnelsia selbagai nelgara yang melnganut sistelm hukum Elrolpa Kolntinelntal, 

belrlandaskan pada hukum. Selgala aspelk kelhidupan dalam pelmelrintahan dan 

kelmasyarakatan harus sellalu belrdasarkan atas hukum dan melnjaga keltelrtiban 

umum. Salah satu selktolr yang melmelrlukan adanya pelrlindungan hukum adalah 

selktolr keltelnagakelrjaan. Hukum keltelnagakelrjaan melruupakan hukum polsitif yang 

lelgal dinelgelri hukum, yang ruang lingkupnya melliputi pelraturan telrkait ikatan 

antara pelngusaha delngan pelkelrja / buruh. Hukum keltelnagakelrjaan melngatur hak 

selrta kelwajiban yang dimiliki pelngusaha selrta pelkelrja / buruh, selhingga delngan 

diaturnya hak dan kelwajiban telrselbut diharapkan pelngusaha dan pelkelrja / buruh 

dapat melmiliki hubungan yang harmolnis.1 

Indolnelsia melrupakan nelgara belrkelmbang dimana belrtumpu pada 

industrial, agar dapat belrtumbuh melnjadi nelgara maju Indolnelsia juga 

melmbutuhkan sumbelr daya manusia yang melmadai dalam suatu pelkelrjaan. Mulai 

dari keltelrampilan, kelpandaian, selrta lainnya. Apabila suatu sumbelr daya manusia 

telrselbut melnurun maka akan belrdampak pada pelrkelmbangan nasiolnal. 

 
1 Cagla Yasmin Goren, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Memperoleh 

Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja”. ( Jurnal Hukum Adigama Vol 4. No. 2, Desember 2021 ). 
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Agar dapat melnaikkan mutu dari sumbelr daya manusia pelmelrintah 

helndaknya mellakukakan kolntribusi untuk melnseljahtelrakan masyarakat. 

Pelnigkatan kualitas dan kuantitas sumbelr daya manusia dapat belrdampak pula 

bagi pelmbangunan nasiolnal. Hal ini akan belrdampak pula pada kelseltaraan 

intellelktual pada masing – masing individu dan dapat melmudahkan suatu 

pelrusahaan dalam melmpelrlakukan pelkelrjaan. 

Pelmbangunan keltelnagakelrjaan belrdasarkan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 1945, “belrtujuan melnciptakan 

kelseljahtelraan dan melningkatkan elkolnolmi masyarakat”, dalam pellaksanaan 

pelmbangunan dipelrlukan upaya untuk melmbangun systelm keltelnagakelrjaan 

selhingga telrcapainya sistelm yang baik selrta melningkatkan kualitas pelkelrja 

selhingga melnghasilkan SDM yang unggul delngan delmikian pelkelrja juga 

melndapatkan jaminan baik untuk telnaga kelrja maupun kelluarga masyarakat. 

Keltimpangan antara individu satu delngan yang lain selrta atas landasan 

inilah pelngurangan masalah dalam keltelnagakelrjaan bisa belrkurang. Masalah 

dalam lingkup hubungan industrial tak kunjung surut, mulai dari molgolk kelrja, 

pelrsellisihan pelndapat hingga melnimbulkan Pelmutusan Hubungan Kelrja (PHK). 

Pelmutusan Hubungan Kelrja (PHK) melmiliki arti adanya pellelpasan hak 

dan kelwajiban antara keldua bellah pihak. Keltakutan telrbelsar bagi pelkelrja atau 

buruh adalah keltika melmulai masuk dalam suatu pelkelrjaan yaitu adanya 

Pelmutusan Hubungan Kelrja pada saat belrlangsungnya masa kolntrak. Adanya 

hubungan kelrja telrlaksana keltika antara pelrusahaan delngan pelkelrja atau buruh 
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mellakukan pelrjanjian. Sellama pelrjanjian telrselbut melngikat maka sellama 

hubungan kelrja teltap telrlaksana. Pelkelrja kolntrak didalam keltelnagakelrjaan 

melrupakan Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu (PKWT). Melnurut Pasal 1 Angka 10 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu 

Telrtelntu, Alih Daya, Dan Waktu Kelrja, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja. 

Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu yang sellanjutnya disingkat PKWT adalah 

Pelrjanjian Kelrja antara Pelkelrja/ Buruh delngan Pelngusaha untuk melngadakan 

Hubungan Kelrja dalam waktu telrtelntu atau untuk pelkelrjaan telrtelntu.2 

Pelrkelmbangan dalam pelrjanjian dapat melmbelrikan rasa adil karelna prinsip 

– prinsip pelrjanjian hanya dapat melmbelrikan nilai kelseljahtelraan jika para pihak 

melmiliki nilai yang sama atau selimbang. Teltapi kelnyataannya bellum telrcapainya 

nilai kelseljahtelraan, maka nelgara harus melmbelrikan kolntribusi untuk mellindungi 

pihak yang dianggap lelmah. Pelrjanjian saat ini dapat melnjadi tujuan jika para 

pihak melmiliki nilai yang selimbang atau sama – sama kuat. Kelseljahtelraan telrselbut 

tidak akan telrwujud jika telrdapat pihak yang polsisinya lelmah yang mana pihak 

yang kuat dapat melmaksakan kelinginannya untuk bisa melndapatkan keluntungan. 

Suatu hal yang sangat pelnting dalam pelrjanjian kelrja yakni kelselimbangan, jika 

tidak adanya kelselimbangan maka akan munculnya poltelnsi telrjadinya tindak 

pellanggaran yang akhirnya dapat melnghilangkan nilai keladilan dan kellayakan 

dalam pelrjanjian telrselbut. Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang 

 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, Alih 

Daya, Dan Waktu Kerja, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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Hukum Pelrdata (KUH Pelrdata) melmaparkan melngelnai selmua pelrjanjian belrlaku 

bagi melrelka yang melmbuatnya selpelrti pelrjanjian kelrja juga belrlaku bagi keldua 

bellah pihak telrselbut.3 

Keltidaksadaran hukum yang dimiliki pelngusaha melngakibatkan 

pelngusaha kurang melmahami isi dari pelnyusunan pelrjanjian kelrja kolntrak yang 

melnyelbabkan keltidak adilan antara hak selrta kelwajiban pelkelrja/buruh yang harus 

telrpelnuhi. Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu (PKWT) diatur untuk melmbelrikan 

pelrlindungan bagi telnaga kelrja, delngan dasar pelrtimbangan agar tidak telrjadi 

dimana pelngangkatan telnaga kelrja telrjadi selcara telrus melnelrus tidak selsuai 

delngan selmelstinya. Delngan delmikian pelrmasalahan Pelmutusan Hubungan Kelrja 

pada pelkelrja/buruh Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu didasari ollelh belbelrapa fakto lr 

kellalaian atas dasar keltidaktahuan bagaimana selharusnya pelrjanjian kelrja itu 

dibuat baik dari kritelria pelndidikan yang melnunjang kinelrja para pelkelrja/buruh 

juga rincian pelrjanjian kelrja yang dibuat ollelh pelngusaha.  

Pelngusahan lelbih melmilih pelkelrja/buruh PKWT dikarelnakan pada 

saat Pelmutusan Hubungan Kelrja tidak diharuskan untuk pelmbelrian pelsangoln 

selbagaimana melstinya. Pelrsolalan yang ditimbulkan akibat sistelm kolntrak selakan 

tak belrkelsudahan. Mulai dari PHK selpihak, tidak adanya pelsangoln yang melmadai, 

dan telrlelbih lagi tidak adanya pelrlindungan hukum bagi pelkelrja/buruh ko lntrak 

 
3 Deni Yusup Permana, Endang Sutrisno, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja Di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu 

Menurut UU NO.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. ( Hukum Responsif Vol 13. No. 2, Agustus 

2020 ). halaman 82-83. 
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yang akan melnuntut haknya di pelngadilan. Bila melrujuk kelpada aturan yang 

belrlaku, jelnis hubungan kelrja PKWT hanya dapat ditelrapkan untuk 4 jelnis 

pelkelrjaan, yaitu pelkelrjaan yang selkali sellelsai, pelkelrjaan yang belrsifat musiman, 

pelkelrjaan dari suatu usaha baru, prolduk baru atau kelgiatan baru, selrta pelkelrjaan 

yang sifatnya tidak telratur (pelkelrja lelpas). 

Pada tahun 2023 Pelmelrintah Indolnelsia melneltapkan Pelraturan Pelmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nol 2 Tahun 2022 telntang Cipta Kelrja melnjadi 

Undang-Undang Nol 6 Tahun 2023 dan pada tahun 2021 telrbelntuk Pelraturan 

Pelmelrintah Nol 35 Tahun 2021 telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih 

Daya, Waktu Kelrja dan Waktu Istirahat dan Pelmutusan 

Hubungan Kelrja.” Belbelrapa pelrubahan telrdapat di Undang-Undang Nol 6 Tahun 

2023 Telntang Cipta Kelrja diantaranya melnghapus Pasal 59 UU Keltelnagakelrjaan 

telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu (PKWT). Di dalam UU Cipta Kelrja sudah 

tidak melngatur melngelnai Batasan waktu untuk skelma kolntrak kelrja yang belrsifat 

waktu telrtelntu.” Maka delngan delmikian pelmelrintah melmbelrikan aturan Batasan 

yang maksimal telrhadap PKWT dalam UU keltelnagakelrjaan yang justru 

melmbelratkan dunia usaha selrta tidak flelksibell.  

Melndapatkan pelngeltahuan dari implelmelntasi pelrlindungan hukum yang 

belrtujuan telrhadap kelseljahtelraan pelrlindungan pelkelrja dalam Pelrjanjian Kelrja 

Waktu Telrtelntu (PKWT) dan Pelkelrja Waktu Tidak Telrtelntu (PKWTT) selsuai 

dalam keltelntuan Undang-Undang Nol. 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nol.2 tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja 
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Melnjadi Undang-Undang yang mana delngan adanya Undang-Undang telrselbut 

untuk melwujudkan keladilan dan kelseljahtelraan. Delngan adanya implelmelntasi 

Undang-Undang Nol.6 Tahun 2023 telrselbut diharapkan para pelkelrja bisa aman 

belrlindung delngan adanya Undang-Undang Nol.6 tahun 2023, keltika telrdapat 

kelkurangan hak pelkelrja yang melnimbulkan jauh dari kata kelseljahtelraan bagi 

melrelka maka disitulah pelranan dari pada Undang-Undang Nol.6 Tahun 2023 

telrselbut pelrlu di implelmelntasikan agar para pelkelrja melndapat kelpastian hukum. 

1. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang di atas, maka rumusan masalah yang 

digunakan di dalam pelnellitian ini yakni selbagai belrikut : 

a. Bagaimana implelmelntasi hukum keltelnagakelrjaan Indolnelsia di PT. Pir Jaya 

Pelrkasa ? 

b. Bagaimana Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu di PT. Pir Jaya Pelrkasa ? 

c. Bagaimana pelmelnuhan hak atas pelkelrja yang tidak dipelrpanjang ko lntrak 

kelrja PKWT di PT. Pir Jaya Pelrkasa ? 

 

2. Faedah Penelitian  

Pelnellitian ini dilakukan delngan harapan mampu melmbelrikan manfaat, 

baik manfaat telolritis maupun manfaat praktis selbagai belrikut : 

a. Manfaat Telolritis 
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Melngelmbangkan pelngeltahuan dibidang hukum pelrdata khususnya 

dalam hal keltelnagakelrjaan, melmbelrikan sumbangan relfelrelnsi bagi 

pelngelmbangan ilmu hukum yaitu hukum pelrdata dan hukum 

keltelnagakelrjaan. 

b. Manfaat Praktis 

Delngan adanya pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi masukan 

selkaligus melmbelrikan pelmahaman telrhadap hukum keltelnagakelrjaan di 

Indolnelsia, yakni selbagai belrikut : 

1) Bagi Nelgara 

Dapat melnjadi masukan guna melmbangun dan melngelmbangkan  

hukum keltelnagakelrjaan yang lelbih baik dan maju. 

2) Bagi Masyarakat 

 Dari selgi ilmu pelngeltahuan, diharapkan kelgiatan ini dapat 

melmbelri ilmu atau pelngeltahuan apabila telrjadi pelmutusan hubungan 

kelrja dalam pelkelrja/buruh langkah apa yang harus dilakukan guna 

melmelnuhi hak selrta kelwajiban yang selharusnya dipelrollelh. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang helndak dicapai mellalui pelnulisan dan pelnellitian 

hukum ini adalah selbagai belrikut: 

1. Untuk melngeltahui implelmelntasi hukum keltelnagakelrjaan di Indo lnelsia 

telrhadap pelmutusan hubungan kelrja di PT. Pir Jaya Pelrkasa.  



8 

 

2. Untuk melngeltahui dan melmahami pelrjanjian kelrja waktu telrtelntu di PT. Pir 

Jaya Pelrkasa. 

3. Untuk melngeltahui dan melmahami pelmelnuhan hak pelkelrja yang tidak 

dipelrpanjang kolntrak kelrja pada pelkelrja PKWT di PT. Pir Jaya Pelrkasa. 

C. Definisi Operasional 

Delfinisi olpelrasiolnal atau kelrangka kolnselp adalah kelrangka yang 

melnggambarkan hubungan antara delfinisi – delfinisi / kolnselp – kolnselp khusus 

yang akan ditelliti.4 Selsuai delngan judul pelnellitian yang diajukan yaitu “ Analisis 

Yuridis Pelkelrja Kolntrak Waktu Telrtelntu Di PT. Pir Jaya Pelrkasa Dalam 

Pelmelnuhan Hak Pelkelrja Yang Tidak Dipelrpanjang Kolntrak Kelrja ”. maka dapat 

ditelrangkan delfinisi olpelrasiolnal pelnellitian, yaitu : 

1. Pelrjanjian  Kelrja Waktu Telrtelntu yang sellanjutnya disingkat PKWT adalah 

pelrjanjian kelrja antara p/elkelrja / buruh delngan pelngusaha untuk melngadakan 

hubungan kelrja dalam waktu telrtelntu atau untuk pelkelrjaan telrtelntu.5 

2. Pelkelrja / Buruh adalah seltiap olrang yang belkelrja delngan melnelrima upah atau 

imbalan dalam belntuk lain.6 

 
4 Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka 

Prima, halaman 17. 
5 Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
6 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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3. Pelmutusan Hubungan Kelrja adalah pelngakhiran hubungan kelrja karelna suatu 

hal telrtelntu yang melngakibatkan belrakhirnya hak dan kelwajiban antara pelkelrja 

/ buruh dan pelngusaha.7 

D. Keaslian Penelitian 

Pelrsolalan Pelmutusan Hubungan Kelrja bukanlah melrupakan hal baru. O llelh 

karelnanya, pelnulis melyakini tellah banyak pelnelliti – pelnelliti selbellumnya yang 

melngangkat telntang Pelmutusan Hubungan Kelrja ini selbagai tajuk dalam belrbagai 

pelnellitian. Namun belrdasarkan bahan kelpustakaan yang ditelmukan baik mellalui 

selarching via intelrnelt maupun pelnellusuran kelpustakaan dari lingkungan Univelrsitas 

Muhammadiyah Sumatelra Utara dan pelrguruan tinggi lainnya, pelnulis tidak 

melnelmukan pelnellitian yang sama delngan telma dan polkolk bahasan yang pelnulis 

telliti telrkait “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Pir Jaya Perkasa Dalam 

Pemenuhan Hak Pekerja Yang Tidak Diperpanjang Kontrak Kerja”. 

Dari belbelrapa judul pelnellitian yang pelrnah diangkat ollelh pelnelliti 

selbellumnya, ada dua judul yang hampir melndelkati sama delngan pelnellitian dalam 

pelnulisan telsis ini, antara lain ; 

1. Skripsi Budi Seltiawan, NIM. 1520110017, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Nelgelri Kudus, Tahun 2019 yang belrjudul “Implelmelntasi Undang 

– Undang No l. 13 Tahun 2003 Telntang Keltelnagakelrjaan Dalam Pelmutusan 

 
7 Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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Hubungan Kelrja ( Studi Pada PT. Nikols Distributioln Indolnelsia Cabang Pati )”. 

Skripsi ini melrupakan pelnellitian fielld relselarch delngan meltoldel pelndelkatan 

kualitatif. 

2. Skripsi Siti Atika Ramadhani, NIM. 201610110311091, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Univelrsitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2020 yang belrjudul 

“Pelmelnuhan Hak Dalam Pelmutusan Hubungan Kelrja Pada Pelkelrja Atau Buruh 

Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu (PKWT) (Studi di PT. PElRMATA 

INDOlNElSIA)”. Skripsi ini melrupakan pelnellitian yuridis solsiollolgis. 

Kajian tolpik bahasan yang pelnulis angkat kel dalam belntuk Skripsi ini 

melngarah kelpada pelnellitian yuridis elmpiris delngan melngkaji pelngaturan hukum, 

pellaksanaan, dan hambatan. 

E. Metode Penelitian 

Meltoldel atau meltoldellolgi diartikan selbagai lolgika dari pelnellitian ilmiah, studi 

telrhadap prolseldur dan telknik pelnellitian. Pelnellitian pada hakikatnya adalah 

rangkaian kelgiatan ilmiah dank arelna itu melnggunakan meltoldel – meltoldel ilmiah 

untuk melnggali dan melmelcahkan pelrmasalahan, atau untuk melnelmukan selsuatu 

kelbelnaran dari fakta – fakta yang ada. 

Pelmbahasan pelrmasalahan dalam pelnellitian ini, melnggunakan meltolde l 

pelnellitian selbagai belrikut : 
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1. Jenis dan Pendekatan penelitian 

Untuk melmahami dan melndelkati olbjelk dalam mellakukan pelnellitian ini 

melnggunakan pelndelkatan yuridis elmpiris. Pelnellitian hukum elmpiris adalah 

pelnellitian hukum yang melnganalisis telntang pelnelrapan hukum dalam 

kelnyataannya telrhadap individu, kellolmpolk, masyarakat, lelmbaga hukum dalam 

masyarakat delngan melnitikbelratkan pada pelrilaku individu atau masyarakat, 

olrganisasi atau lelmbaga hukum dalam kaitannya delngan pelnelrapan atau 

belrlakunya hukum.8 

2. Sifat Penelitian 

Dalam pelnulisan ini pelnulis melnggunakan jelnis pelnellitian delskriptif. 

Pelnellitian delskriptif, yaitu pelnellitian yang belrsifat pelmaparan, dan belrtujuan 

untuk melmpelrollelh gambaran (delskripsi) lelngkap telntang keladaan hukum yang 

belrlaku ditelmpat telrtelntu, atau melngelnai geljala yuridis yang ada, atau suatu 

pelristiwa hukum telrtelntu yang telrjadi dalam masyarakat.9 

3. Sumber Data 

Sumbelr data yang digunakan dalam pelnellitian ini belrsumbelr pada data 

primelr delngan mellakukan riselt di lapangan selrta data yang belrsumbelr dari 

hukum islam dan data selkundelr yang telrdiri dari : 

 
8 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, halaman 

83. 
9 Ibid., halaman 26. 
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a. Data yang belrsumbelr dari hukum Islam; yaitu Al-Qur’an dan Hadist (Sunah 

Rasul). Data yang belrsumbelr dari hukum islam telrselbut lazim diselbut pula 

selbagai kelwahyuan. Data kelwahyuan yang melnjadi landasan pada pelnilitian 

ini yaitu Q.S Al – Baqarah: ayat 233. Dan Hadist Riwayat Ibnu Majah. 

b. Data Primelr  

Data primelr, yaitu data yang dipelrollelh langsung dari lapangan delngan telknik 

wawancara. Data ini didapatkan dari data olbselrvasi dan hasil wawancara 

dari pihak yang belrwelnang yang belrada di lingkungan PT. Pir Jaya Pelrkasa. 

c. Data Selkundelr 

Data selkundelr, yaitu data pustaka yang melncakup dolkumeln–dolkume ln 

relsmi, publikasi telntang hukum melliputi buku–buku telks, kamus–kamus 

huku, jurnal–jurnal hukum, dan kolmelntar–kolmelntar atas putusan 

pelngadilan.10 

1) Bahan Hukum Primelr 

Bahan hukum primelr yaitu, bahan hukum yang melngikat telrdiri dari 

nolrma hukum yang telrkait pelnellitian ini, adalah : 

• Kitab Undang – Undang Hukum Pelrdata 

• Undang – Undang Nolmolr 13 Tahun 2003 Telntang Keltelnagakelrjaan 

 
10 Ida Hanifah dkk, Op.Cit., halaman 20. 
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• Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian 

Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja, dan Waktu 

Istirahat, dan Pelmutusan Hubungan kelrja. 

• Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 37 Tahun 2021 Telntang Jaminan 

Kelhilangan Pelkelrjaan. 

• Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan 

Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 

2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Undang-Undang. 

• Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu (PKWT) PT. Pir Jaya Pelrkasa. 

2) Bahan Hukum Selkundelr 

Bahan hukum selkundelr, yaitu bahan hukum yang melmbelrikan 

pelnjellasan melngelnai bahan hukum primelr. Bahan hukum selkundelr 

belrupa selmua publikasi telntang hukum yang bukan melrupakan 

dolkumeln – dolkumeln relsmi. Publikasi telntang hukum melliputi buku – 

buku yang telrkait delngan masalah yang dikaji, hasil – hasil pelnellitian, 

hasil karya dari kalangan hukum.11 

4. Alat Pengumpul Data 

Alat pelngumpul data yang digunakan dalam pelnellitian ini dilakukan 

mellalui dua cara, yaitu : 

 
11 Ibid., halaman 21. 
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a) Studi Lapangan (fielld relselarch) yaitu dilakukan delngan meltoldel wawancara 

telrtulis kelpada Ridwan sellaku managelr olpelrasiolnal PT. Pir Jaya Pelrkasa, 

dan belbelrapa pelkelrja PKWT PT. Pir Jaya Pelrkasa dan juga mantan pelkelrja 

PKWT PT. Pir Jaya Pelrkasa guna melnghimpun data primelr yang 

dibutuhkan dalam pelnellitian ini. 

b) Studi Kelpustakaan (library relselarch), yaitu telknik pelngumpulan data 

delngan pelnellaahan telrhadap buku-buku, litelratur-litelratur, catatan-catatan, 

dan lapolran-lapolran yang ada hubungannya delngan pelnellitian ini. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah kelgiatan melmfolkuskan, melngabstraksikan, 

melngolrganisasikan data selcara sistelmatis dan rasiolnal untuk melmbelrikan 

bahan jawaban telrhadap pelrmasalahan. Maka hasil pelnellitian dalam pelnulisan 

skripsi ini telrlelbih dahulu dianalisis delngan melnggunakan analisis kualitatif, 

yaitu dilakukan analisis yang belrsifat umum melnuju khusus selhingga 

didapatkan untu melncari jawaban atas pelrmasalahan yang akan dibahas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Profil PT. Pir Jaya Perkasa 

PT. Pir Jaya Pelrkasa didirkan pada Tahun 2017. PT. Pir Jaya Pelrkasa didirikan 

untuk melnaungi selgala bidang pelkelrjaan yang tellah diolpelrasikan ollelh CV. Wahana 

dan CV. Alfa Primadani Anugrah yang  belrgelrak dalam bidang pelkelrjaan Telrmite l 

Colntroll, Pelst Colntroll, Fumigasi dan Clelaning Selrvicel. PT. Pir Jaya Pelrkasa 

diolpelrasikan untuk melrambah pelkelrjaan yang lelbih luas, baik dalam bidang pelkelrjaan 

maupun lolkasi yang akan di belrikan pellayanan jasa, guna melmelnuhi kelbutuhan yang 

diinginkan ollelh kolnsumeln di selluruh Kolta yang ada di Indolnelsia. 

1. Sejarah Perusahaan 

2005 CV. Wahana Fathan Pelrdana didirikan untuk melmbelrikan pellayanan jasa 

kelpada masyarakat dan lingkungan dalam melnaggulangi masalah yang 

ditimbulkan ollelh hama delngan melmbasmi selluruh hama rayap sampai 

tuntas dalam bidang jasa Telrmitel Co lntroll. 

2005 Pelrusahaan melngelmbangkan usahanya delngan melndirikan CV. Alfa 

Primadani Anugrah yang belrgelrak dalam bidang Pelst Colntoll dan Fumigasi 

guna melmelnuhi kelbutuhan yang diinginkan masyarakat untuk 

melnaggulangi masalah yang di timbulkan ollelh hama – hama selpelrti: 

Nyamuk, Lalat, kutu, Selmut, Tikus, Kelcola dll. 
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2017 Pelrusahaan melndirikan PT. Pir Jaya Pelrkasa untuk melnaungi selluruh jelnis 

pelkelrjaan  dalam bidang Telrmitel Colntroll, Pelst Colntoll, Fumigasi dan 

Clelaning Selrvicel yang ada pada CV. Wahana dan CV. Alfa primadani 

Anugrah, untuk melncakup sasaran yang lelbih luas dan melmelnuhi 

kelbutuhan kolnsumeln dalam melnaggulangi masalah yang ditimbulkan olle lh 

hama pelngganggu. 

 

2. VISI DAN MISI PT. PIR JAYA PERKASA 

a. Visi:  

Melnjadi yang telrdelpan dalam bidang pelngelndalian hama, selrta mellakukan 

pellayanan telrbaik delngan selpelnuh hati untuk melnbelrikan kelpuasan bagi 

colstumelr. 

b. Misi:  

1. Belrtanggung jawab dalam melmbelrikan kelpuasan kelpada colstumelr 

2. melngelmbangkan pellayanan delngan didukung ollelh telnaga-telnaga ahli 

yang belrpelngalaman dan prolfelssiolnal.  

3. Mellakukan inolvasi pada meltoldel-meltoldel dan melnggunakan telknollolgi 

telrkini melnunjang pelkelrjaan yang dilakukan 

4. Melnciptakan lingkungan yang nyaman, belrsih dan selhat 

5. Melmbelrikan pellayanan dan pelnjellasan melngelnai gangguan hama kelpada 

masyarakat 
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3. Profil Tenaga Kerja PKWT di PT. Pir Jaya Perkasa 

 

Pelmelnuhan suatu telnaga kelrja untuk melningkatkan prolduktifitas 

pelrusahaan dilakukan ollelh managelr olpelrasiolnal yang juga melrangkap melnjadi 

HRD PT. Pir Jaya Pelrkasa, managelr melnelntukan kualitas dan jumlah 

pelkelrja/buruh belrdasarkan kelbutuhan dari PT. Pir Jaya Pelrkasa. Dalam 

pelmilihan pelkelrja/buruh PKWT dinilai lelbih elkolnolmis untuk hal biaya 

olpelrasiolnal, saat ini jumlah pelkelrja/buruh PKWT di PT. Pir Jaya Pelrkasa 

belrjumlah 31 selbagai belrikut : 

Tabel 1 

Jumlah Tenaga Kerja Pekerja/Buruh PKWT di PT. Pir Jaya Perkasa 

No Jabatan Tenaga Kerja PKWT Jumlah 

1 Managelr 1 

2 Quality Colntroll 1 

3 Supelrvisolr 4 

4 Pelkelrja Lapangan 25 

 Total 31 

Sumbelr data : Dolkumeln PT.Pir Jaya Pelrkasa 
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B. Hukum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Melnurut pelndapat Abdul Khakim yang dikutip ollelh Arifuddin Muda 

Harahap pelngelrtian hukum keltelnagakelrjaan pada masa dahulu diselbut delngan 

hukum pelmburuhan yang dalam bahasa Bellanda diselbut arbelidrelchts. 

Pelngelrtian telrselbut dianggap bellum melmelnuhi selluruh pelngelrtian yang 

selsungguhnya dari para ahli hukum. Maka bila dilakukan pelrbandinngan 

pelndapat antara para ahli maka pelngelrtian belbelrapa ahli hukum telntang hukum 

keltelnagakelrjaan ialah selbagai belrikut: 

a. Mollelnaar melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah bagian hukum 

yang belrlaku, yang polkolknya melngatur hubungan antara telnaga kelrja dan 

pelngusaha, antara telnaga kelrja dan telnaga kelrja, selrta antara telnaga kelrja 

dan pelngusaha. 

b. M.G. Lelvelnbach melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah hukum 

yang belrkelnaan delngan hubungan kelrja, di  mana pelkelrjaan itu dilakukan 

di bawah pimpinan  dan delngan keladaan pelnghidupan yang langsung 

belrsangku paut delngan hubungan kelrja itu. 

c. N.El.H van Elsvelld melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan tidak hanya 

melliputi hubungan kelrja dimana pelkelrjaan dilakukan di bawah pimpinan, 

teltapi melliputi pada pelkelrjaan yang dilakukan ollelh swapelkelrja yang 

mellakukan pelkelrjaan atas tanggung jawab dan risikol selndiri. 
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d. Molk melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah hukum yang 

belrkelnaan delngan pelkelrjaan yang dilakukan di bawah pimpinan olrang lain 

delngan keladaan pelnghidupan yang langsung belrgandelngan delngan 

pelkelrjaan itu. 

e. Solelpolmo l melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah himpunan 

pelraturan-pelraturan, baik telrtulis maupun tidak tidak telrtulis, yang 

belrkanaan delngan keljadiaan dimana selselolrang belkelrja pada olrang lain 

melnelrima upah. 

f. Soleltiknol melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah kelselluruhan 

pelraturan-pelraturan hukum melngelnai hubungan kelrja yang melngakibatkan 

selselolrang selcara pribadi ditelmpatkan dibawah pelrintah/pimpinan o lrang 

lain dan melngelnai keladaan-keladaan pelnghidupan yang langsung 

belrsangkut paut delngan hubungan kelrja telrselbut. 

g. Halim melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah pelraturan-pelraturan 

hukum yang melngatur hubungan kelrja yang harus diindahkan ollelh selmua 

pihak, baik pihak buruh/pelgawai maupun pihak majikan. 

h. Daliyol melnyelbutkan bahwa Hukum Pelruburuhan adalah himpunan 

pelraturan, baik yang telrtulis maupun tidak telrtulis yang melngatur hubungan 

kelrja antara buruh dan majikan. Buruh belkelrja pada dan di bawah majikan 

delngan melndapat upah selbagai balas jasanya. 
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i. Syahrani melnyelbutkan bahwa Hukum Pelrburuhan adalah kelselluruhan 

pelraturan hukum yang melngatur hubungan-hubungan pelrburuhan, yaitu 

hubungan antara buruh dan majikan delngan pelmelrintah (pelnguasa). 

Telnaga kelrja melmiliki arti yang lelbih luas dibandingkan istilah buruh.12 

Maka helndaknya pelrlu diingat pula bahwa ruang lingkup keltelnagakelrjaan tidak 

selmpit, telrbatas, dan seldelrhana. Kelnyataan dalam praktik sangat kolmplelks dan 

multidimelnsi. O llelh selbab itu, ada belnarnya jika hukum keltelnagakelrjaan tidak 

hanya melngatur hubungan kelrja, teltapi melliputi juga pelngaturan diluar 

hubungan kelrja. 

2. Sumber-Sumber Hukum Perburuhan 

 

Sumbelr hukum keltelnagakelrjaan yang dimaksudkan ini adalah sumbe lr 

hukum dalam arti kata folrmil, seldangkan sumbelr hukum keltelnagakelrjaan 

dalam arti matelril adalah Pancasila. 

 Telntang sumbelr Hukum Keltelnagakelrjaan yang melrupakan sumbelr 

dalam arti kata folrmil, yaitu kelnyataan-kelnyataan dari mana timbulnya hukum 

yang belrlaku untuk selmua warga nelgara yang melmburuh adalah : 

a. Undang-Undang 

 
12 Ariffuddin Muda Harahap. 2020. Pengantar Hukum ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara,, 

halaman 15-17. 
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Undang-Undang adalah pelraturan pelrundang-undangan yang 

ditelrbitkan/dikelluarkan pelmelrintah yang belrlaku bagi seltiap warga nelgara 

atau seltiap pelnduduk yang harus tunduk kelpada pelraturan dan pelrundang-

undangan telrselbut (hukum olbjelktif). Disamping UU ada pelraturan 

pelmelrintah (PP) pelngganti UU yang melmpunyai keldudukan sama delngan 

Undang-Undang. 

Pelraturan Pelmelrintah pelngganti undang-undang ini diteltapkan ollelh 

Prelsideln, dalam hal ikhwal kelgelntingan yang melmaksa. Jadi olrang asing 

yang melmbuka usaha di nelgara kita pun harus tunduk kelpada pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku dinelgara kita. Belrdasarkan 

pelrtimbangan Pasal 2 aturan pelralihan UUD 1945 : Pelraturan-pelraturan 

dikelluarkan ollelh Pelmelrintah Hindia Bellanda masih dapat belrlaku sellama 

bellum diadakan yang baru melnurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Diantara pelraturan-pelraturan yang keldudukannya dapat disamakan 

delngan Undang-Undang selbagai belrikut : 

1) Welt, KUHPelrdata (Burgelrlijk Weltbolelk vololr Indolnelsiel) 

2) Algelmeleln maatrelgell van Belstuur, pelraturan yang diteltapkan olle lh 

Pelmelrintah Neldelrland selbagai pelraturan pellaksanaan Welt 

3) O lrdo lnantiel, pelraturan yang diteltapkan ollelh Gubelrnur Jelndral. 

b. Pelraturan-Pelraturan 
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Pelraturan-pelraturan melrupakan pelraturan pellaksana dari undang-

undang, yang keldudukannya lelbih relndah dari undang-undang. Pelraturan-

pelraturan itu adalah selbagai belrikut : 

1) Pelraturan Pelmelrintah, diteltapkan o llelh prelsideln untuk melngatur lelbih 

lanjut keltelntuan-keltelntuan dalam UU. Colntolh Pelraturan Pelmelrintah 

tanggal 7 Selptelmbelr 1954 Nol. 49 telntang cara melmbuat dan melngatur 

pelrjanjian pelrburuhan antara selrikat buruh dan majikan. Seljajar 

keldudukannya delngan pelraturan pelmelrintah ini, adalah pelraturan 

selolrang melntelri yang ollelh undang-undang dibelri welwelnang untuk 

melngadakan pelraturan pellaksanaannya. 

2) Kelputusan Prelsideln, ini tidak diselbut kelputusan pelmelrintah, atau dari 

jaman Hindia Bellanda dahulu diselbut relgelringsbelsluit, pada umumnya 

tidak melngatur selsuatu telrtelntu. Colntolh Kelputusan Prelsideln telntang 

Pelngangkatan Keltua dan Anggolta Panitia Pelnyellelsaian Pelrsellisihan 

Pelrburuhan Pusat yang diteltapkan belrdasarkan Undang-Undang telntang 

Pelnyellelsaian Pelrsellisihan Pelrburuhan. 

3) Pelraturan/kelputusan instansi lain. Suatu kelistimelwaan dalam hukum 

pelrburuhan ialah bahwa suatu instansi atau selolrang peljabat yang 

telrtelntu dibelri kelkuasaan untuk melngadakan pelraturan atau kelputusan 

atau kelputusan yang belrlaku bagi umum. 

c. Kelbiasaan/Adat 
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Dalam tata kelhidupan kita adanya pelraturan-pelraturan adat dan 

kelbiasaan, kalau pelraturan-pelraturan adat dan kelbiasaan, kalau pelraturan 

adat ialah melrupakan warisan dari nelnelk molyang kita dan selcara turun 

telmurun ditaati ollelh masyarakat dalam lingkungannya, seldangkan 

kelbiasaan melrupakan pelrbuatannya yang tellah belrulang-ulang dilakukan 

ollelh para anggolta masyarakat, jadi bellum atau bukan melnjadi tradisi. 

Hukum adat dan hukum kelbiasaan, nolrma-nolrmanya akan ditaati 

selkalipun nolrma-nolrma telrselbut tidak ditelntukan ollelh Badan Pelmbuat 

Undang-Undang, diselbabkan karelna anggolta masyarakat yakin bahwa 

nolrma-no lrma telrselbut melrupakan hukum. 

d. Pelrjanjian 

Pelrjanjian pelrburuhan adalah pelrjanjian yang diselpakati ollelh pihak 

buruh delngan pihak majikan, jadi satu kelpelntingan pelrusahaan pada 

khususnya, dimaksudkan agar keldua bellah pihaktidak akan melrasa 

dirugikan. 

Pelrjanjian kelrja pada umumnya melrupakan suatu kelselpakatan 

antara piha buruh yang akan belkelrja atau melngelrjakan pelkelrjaan delngan 

pihak pelrusahaan/majikan. 

e. Traktat 

Tratktat, adalah pelrjanjian kelnelgaraan telntang telnaga kelrja antara 

nelgara kita delngan nelgara lain, selpelrti dalam pelrjanjian KMB (Kolnfelrelnsi 

Melja Bundar) pihak Bellanda ada melmbelrikan bantuan telnaga kelrja sipil. 
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Co lnvelntioln adalah keltelntuan Intelrnatiolnal di bidang Hukum dalam 

hal ini pelrburuhan yang diteltapkan dalam hal ini pelrburuhan yang 

ditelrapkan ollelh kelnfelrelnsi ILO l (Intelrnatiolnal Labolur Olrganisatioln). 

f. Putusan 

Instansi-instansi administratif dapat melngelluarkan kelputusan-

kelputusan, yang tidak bollelh belrtelntangan delngan UU, selpelrti putusan 

pelngadilan yang melneltapkan, melnelntukan hukum itu selndiri. Telrutama 

putusan dari panitia pelnyellelsaian pelrsellisihan pelrburuhan yang belrsifat 

melngikat, selring melmuat aturan-aturan yang diteltapkan atas kuasa dan 

tanggung jawab selndiri (zellfstanding).13 

3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan 

Para pihak yang telrlibat  dalam suatu pelrjanjian kelrja adalah para pihak 

yang juga telrlibat dalam hukum keltelnagakelrjaan. Para pihak dalam hukum 

keltelnagakelrjaan sangat luas, tidak hanya mellibatkan pelkelrja/buruh delngan 

majikan/pelngusaha, teltapi juga pihak-pihak yang telrkait dalam hubungan 

industrial yang saling belrintelraksi selsuai delngan polsisinya dalam melnghasilkan 

barang atau jasa. Para pihak dalam hukum keltelnagakelrjaan telrselbut adalah 

buruh/pelkelrja, pelngusaha/pelmbelri kelrja, selrikat pelkelrja/selrikat buruh, 

olrganisasi pelngusaha dan pelmelrintah/pelnguasa. 

 
13 Kusbianto dan Dian Hardian. 2020 Hukum Perburuhan, Medan: Enam Media, halaman 31-

36. 
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a. Pelkelrja/Buruh 

Pelkelrja/buruh adalah seltiap olrang yang belkelrja delngan melnelrima 

upah atau imbalan dalam belntuk lain. Seldangkan telnaga kelrja adalah seltiap 

olrang yang mampu mellakukan pelkelrjaan guna melnghasilkan barang atau 

jasa, baik untuk melmelnuhi kelbutuhan selndiri maupun masyarakat, dan 

selbagaimana disampaikan ollelh (Darza), telnaga kelrja adalah bagian dari 

pelnduduk usia kelrja yang selcara fisik dan melntal mampu mellakukan 

pelkelrjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kelrja guna melnghasilkan 

barang atau jasa untuk melmelnuhi kelbutuhan masyarakat. Pelkelrja/Buruh 

melrupakan bagian dari telnaga kelrja yaitu telnaga kelrja yang belkelrja di 

dalam hubungan kelrja, di bawah pelrintah pelmbelri kelrja (bisa pelrselolrangan, 

pelngusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam 

belkelrja yang belrsangkutan melnelrima upah atau imbalan. 

b. Pelngusaha/Pelmbelri Kelrja 

Istilah majikan kurang selsuai delngan kolnselp hubungan industrial 

Pancasila karelna istilah majikan belrko lnoltasi selbagai pihak yang sellalu 

belrada diatas selbagai lawan atau kellolmpolk pelnelkan dari buruh, seldangkan 

antara buruh dan majikan selcara yuridis melrupakan mitra kelrja yang 

melmpunyai keldudukan yang sama. Karelna itu lelbiih telpat jika diselbut 

delngan istilah pelngusaha. 
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Pelmbelri kelrja yakni olrang pelro lrangan, pelngusaha, badan hukum, 

atau badan-badan lainnya yang melmpelkelrjakan telnaga kelrja delngan 

melmbayar upah atau imbalan dalam belntuk lain. 

c. O lrganisasi Pelkelrja/Buruh 

Kelhadiran olrganisasi pelkelrja dimaksudkan untuk melmpelrjuangkan 

hak dan kelpelntingan pelkelrja, selhingga tidak dipelrlakukan selwelnang-

welnang o llelh pihak pelngusaha atau pelmbelri kelrja. Kelbelrhasilan maksud ini 

sangat telrgantung dari kelsadaran para pelkelrja untuk melngolrganisasikan 

dirinya, selmakin baik olrganisasi itu, maka selmakin kuat. Selbaliknya 

selmakin lelmah, maka selmakin tidak belrdaya dalam mellakukan tugasnya. 

Karelna itulah kaum pelkelrja Indolnelsia harus melnghimbau dirinya dalam 

satu wadah atau olrganisasi.14 

d. Pelmelrintah 

Campur tangan pelmelrintah dalam hukum keltelnagakelrjaan 

dimaksudkan untuk telrciptanya hubungan keltelnagakelrjaan yang adil karelna 

jika hubungan antara pelkelrja dan pelngusaha yang sangat belrbelda selcara 

solsial elko lnolmi diselrahkan selpelnuhnya kelpada para pihak, maka tujuan 

untuk melnciptakan keladilan dalam hubungan pelrburuhan akan sulit 

telrcapai, karelna pihak yang kuat akan sellalu ingin melnguasai yang lelmah. 

Atas dasar itulah pelmelrintah turut campur tangan mellalui pelraturan 

 
14 Parlin Dony DKK. 2020. Hukum Ketenagakerjaan, Medan: Yayasan Kita Menulis, 

halaman 50-54. 
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pelrundang-undangan untuk melmbelri jaminan kelpastian hak dan kelwajiban 

para pihak.15 

C. Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pelrjanjian (olvelrelelnkolmst) melrupakan hukum dasar dalam pelrjanjian 

dalam hukum asuransi. Pelrjanjian itu selndiri melrupakan sumbelr telrpelnting dari 

pelrikatan (velrbintelnis) yang diatur dalam buku III KUHPelrdata. Pasal 1233 

KUHPelrdata melnyatakan bahwa, “Tiap-tiap pelrikatan itu telrjadi karelna 

pelrseltujuan atau karelna Undang-Undang”. 

  Pelrjanjian belrasal dari kata janji yang melmpunyai arti pelrseltujuan 

antara dua pihak (masing-masing melnyatakan kelseldiaan dan kelsanggupan 

untuk belrbuat selsuatu). Delfinisi pelrjanjian selpelrti telrdapat pada Pasal 1313 

KUHPelrdata yaitu “Suatu pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan delngan mana satu 

olrang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satu olrang lain atau lelbih”.  

Selcara umum, hukum pelrjanjian melngatur hubungan pihak-pihak dalam 

pelrjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan melneltapkan bila pellaksanaan 

pelrjanjian dapat dituntut selcara hukum. Seldangkan pelrikatan melnurut Subelkti 

yaitu suatu pelrhubungan antara hukum antara dua olrang atau dua pihak, 

belrdasarkan mana pihak yang lain belrkelwajiban untuk melmelnuhi tuntutan itu. 

 
15 Ibid, halaman 59. 
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Pelrjanjian yang telrjadi diantara dua bellah pihak melmpunyai kelkuatan 

melngikat bagi para pihak yang melmbuat pelrjanjian itu, selpelrti yang diatur 

dalam keltelntuan pasal 1338 KUHPelrdata. Munculnya kelkuatan melngikat yang 

dari suatu pelrjanjian melnunjukan adanya hubungan antara pelrikatan dan 

pelrjanjian, dimana pelrjanjian itu melnimbulkan suatu pelrikatan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa pelrjanjian adalah sumbelr pelrikatan16 

Pelrjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk melngikatkan 

dirinya kelpada olrang lain delmi melmelnuhi kelbutuhannya. Pelrjanjian sangat 

telrpelnting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak 

melngeltahui arti pelnting dari pelrjanjian. Pelrjanjian diatur dalam Pasal 1313 

KUHPelrdata yang mana dijellaskan bahwa pelrjanjian adalah suatu pelrbuatan 

delngan mana satu olrang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satu o lrang 

atau lelbih. Delngan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang mellibatkan 

dua olrang atau lelbih dalam selbuah kelselpakatan, yang manaakan melnimbulkan 

hak-hak dan kelwajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan 

kelwajiban selnantiasa harus dipelnuhi agar telrcipta selbuah pelrjanjian yang 

selmpurna, baik itu selcara lisan maupun tulisan. 

Seldangkan pelngelrtian pelrjanjian melnurut para ahli adalah selbagai 

belrikut : 

 
16 Martha Eri Safira. 2017. Hukum Perdata, Ponorogo: Nata Karya, halaman 83-84. 
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a. Melnurut Sri Soleldelwi MS melnyelbutkan bahwa pelrjanjian itu adalah suatu 

pelrbuatan hukum dimana selolrang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap 

olrang lain atau lelbih. 

b. Melnurut R. Wirjolnol Proldjoldikolrol melnyelbutkan suatu pelrjanjian diartikan 

selbagai suatu pelrbuatanhukum melngelnai harta belnda kelkayaan antara dua 

pihak, dalam mana satu pihak belrjanji atau dianggap belrjanji untuk 

mellakukan selsuatu hal, seldangkan pihak lain belrhak melnuntut pellaksanaan 

janji itu. 

c. Melnurut A. Qirolm Samsudin Melliala melnyelbutkan bahwa pelrjanjian 

adalah suatu pelristiwa dimana selolrang belrjanji kelpada selolrang lain atau 

dimana selolrang lain itu saling belrjanji untuk mellaksanakan selsuatu hal.17 

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

a. Asas Kolnselnsualismel (Pelrselsuaian Kelhelndak) 

Asas kolnselnsualismel melrupakan aselnsial dari Hukum Pelrjanjian. 

Selpakat melrelka yang melngikatkan diri tellah dapat mellahirkan pelrjanjian. 

Asas kolnselnsualismel melnelntukan bahwa suatu pelrjanjian yang dibuat dua 

olrang atau lelbih tellah melngikat selhingga tellah mellahirkan kelwajiban bagi 

salah satu atau lelbih pihak dalam pelrjanjian telrselbut, selgelra seltellah o lrang-

olrang telrselbut melncapai kelselpakatan, atau colnselnsus melskipun 

kelselpakatan telrselbut tellah dicapai selcara lisan selmata-mata. Asas 

 
17 Lukman Santoso. 2019. Aspek Hukum Perjanjian,Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 

halaman 48-49. 
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kolnselnsualismel melmpunyai arti yang telrpelnting, bahwa untuk mellahirkan 

pelrjanjian cukup delngan selpakat saja dan bahwa pelrjanjian itu sudah 

dilahirkan pada saat atau deltik telrcapainya kolnselnsus. 

b. Asas Kelbelbasan Belrkolntrak (Freleldolm O lf Colntract) 

Asas kelbelbasan belrkolntrak dapat dianalisis dari keltelntuan pasal 

1338 ayat(1) KUHPelrdata yang belrbunyi “Selmua Pelrjanjian yang dibuat 

selcara sah belrlaku selbagai undang-undang bagi melrelka yang 

melmbuatnya”. Belrdasarkan asas kelbelbasan belrkolntrak, maka olrang pada 

asasnya dapat melmbuat pelrjanjian delngan isi yang bagaimanapun juga, 

asal tidak belrtelntangan delngan undang-undang, kelsusilaan, dan keltelrtiban 

umum. 

c. Asas Kelkuatan Melngikat Pelrjanjian 

Asas ini juga diselbut selbagai asas pelngikatnya suatu pelrjanjian, 

yang belrarti para pihak yang mambuat pelrjanjian itu telrikat pada 

kelselpakatan pelrjanjian yang tellah melrelka pelrbuat. Delngan kata lain 

pelrjanjian yang dipelrbuat selcara sah belrlaku selpelrti belrlakunya undang-

undang bagi para pihak yang melmbutnya. Asas Pacta Sun Selrvanda ini 

telrdapat dalam keltelntuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pelrdata 

yang melnyatakan selmua pelrjanjian yang dibuat selcara sah belrlaku selbagai 

undang-undang bagi melrelka yang mambuatnya. Pelrjanjian telrselbut tidak 

dapat ditarik kelmbali kelcuali delngan selpakat keldua bellah pihak atau 

karelna alasan yang ollelh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. 
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Dari pelrkataan “belrlaku selbagai undang-undang dan tidak 

dapat ditarik kelmbali” belrarti bahwa pelrjanjian melngikat para pihak 

yang melmbuatnya, bahkan pelrjanjian telrselbut tidak dapat ditarik 

kelmbali tanpa pelrseltujuan pihak lawannya. belrarti para pihak harus 

melntaati apa yang melrelka selpakati belrsama. Pellanggaran telrhadap 

isi pelrjanjian ollelh salah satu pihak melnyelbabkan pihak lain dapat 

mellakukan tuntutan atas dasar wanprelstasi dari pihak lawan. Asas ini 

belrarti siapa yang belrjanji harus melnelpatinya atau siapa belrhutang 

harus melmbayarnya. 

d. Asas Itikad Baik (Golold Faith) 

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya diselbut del goleldeltrolw. 

Asas ini belrkaitan delngan pellaksanaan suatu pelrjanjian. Melngelnai 

asa itikad baik ini telrdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Pelrdata 

yang melnelntukan “pelrseltujuan-pelrseltujuan harus dilaksanakan 

delngan itikad baik”. Itikad baik dapat dibeldakan dalam pelngelrtian 

subjelktif dan olbjelktif. Itikad baik dari selgi subjelktif belrarti keljujuran. 

Hal ini belrhubungan elrat delngan sikap batin selselolrang pada saat 

melmbuat pelrjanjian. Itikad baik dalam selgi olbjelktif belrarti kelpatutan 

yang belrhubungan delngan pellaksanaan pelrjanjian atau pelmelnuhan 

prelstasi dan cara mellaksanakan hak dan kelwajiban haruslah 

melngindahkan nolrma-nolrma kelpatutan dan kelsusilaan. 

e. Asas Pelrsolnalia 



32 

 

Asas ini melrupakan asas pelrtama dalam hukum pelrjanjian yang 

pelngaturannya dapat ditelmukan dalam keltelntuan pasal 1315 KUH Pelrdata 

yang bunyinya “pada umumnya tak selolrang pun dapat melngikatkan diri 

atas nama selndiri atau melminta diteltapkannya suatu janji sellain untuk 

dirinya selndiri”. Dari rumusan telrselbut dikeltahui bahwa pada dasarnya 

suatu pelrjanjian dibuat ollelh selselolrang dalam kapasitasnya selbagai individu 

atau pribadi hanya dapat melngikat dan belrlaku untuk dirinya selndiri. 

f. Asas Pelrsamaan Hukum 

Asas ini melnelmpatkan para pihak di dalam pelrsamaan delrajat dan 

tidak dibelda-beldakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kelkayaan,jabatan 

dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib mellihat adanya pelrsamaan ini 

dan melngharuskan keldua pihak untuk saling melngholrmati satu sama lain 

selbagai makhluk ciptaan Tuhan. 

g. Asas Kelselimbangan  

Asas ini melnghelndaki keldua pihak melmelnuhi dan mellaksanakan 

pelrjanjian itu. Asas kelselimbangan ini melrupakan kellanjutan dari asas 

pelrsamaan. Krelditur melmpunyai kelkuatan untuk melnuntut prelstasi jika 

dipelrlukan dapat melnuntut pellunasan prelstasi mellalui kelkayaan delbitur, 

namun krelditur melmikul belban untuk mellaksanakan pelrjanjian itu delngan 

itikad baik, selhingga keldudukan krelditur dan delbitur selimbang. 

h. Asas Kelpastian Hukum 
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Pelrjanjian selbagai suatu figur hukum harus melngandung kelpastian 

hukum. Kelpastian ini telrungkap dari kelkuatan melngikat pelrjanjian itu yaitu 

selbagai undang-undang bagi para pihak. 

i. Asas Molral 

Asas ini telrlihat dalam pelrikatan wajar, di mana suatu pelrbuatan 

sukarella selselolrang tidak melnimbulkan hak baginya untuk melnggugat 

kolntraprelstasi dari pihak delbitur. juga hal ini dapat telrlihat dalam 

Zaakwarnelming, di mana selselolrang yang mellakukan pelrbuatan 

sulcxella (molral) yang belrsangkutan melmpunyai kelwajiban (hukum) 

untuk melnelruskan dan melnyellelsaikan pelrbuatannya juga asas ini 

telrdapat dalam pasal 1339 KUH Pelrdata. Faktolr-faktolr yang melmbelri 

moltivasi pada yang belrsangkutan mellakukan pelrbuatan hukum itu 

belrdasarkan kelsusilaan (molral), selbagai panggilan hati nuraninya.  

j. Asas Kelpatutan 

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Pelrdata. Asas 

kelpatutan disini belrkaitan delngan keltelntuan melngelnai isi pelrjanjian. Asas 

ini melrupakan ukuran telntang hubungan yang ditelntukan juga ollelh rasa 

keladilan masyarakat. 

k. Asas Pelrlindungan 

Asas pelrlindungan melngandung arti bahwa antara krelditur dan 

delbitur harus dilindungi ollelh hukum. Namun yang pelrlu melndapat 
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pelrlindungan adalah pihak delbitur karelna piuhak ini belrada pada polsisi 

yang lelmah.18 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Dalam pelrspelktif hukum, suatu pelrikatan adalah suatu hubungan hukum 

antara subyelk hukum, belrdasarkan mana satu piha belrkelwajiban atas suatu 

prelstasi telrselbut. Pelrjanjian selbagai sumbelr pelrikatan maka sahnya pelrjanjian 

melnjadi sangat pelnting bagi para pihak yang mellakukan kelgiatan 

pelrdagangan.19 

Melnurut pasal 1320 KUHPelrdata, suatu kolntrak adalah sah apabila 

melmelnuhi syarat selbagai belrikut :20 

a) Syarat Subjelktif, syarat ini apabila dilanggar maka kolntrak dapat 

dibatalkan, melliputi : 

• Kelselpakatan melrelka yang melngikatkan dirinya 

• Kelcakapan untuk melmbuat kolntrak (delwasa dan tidak sakit ingatan) 

b) Syarat O lbjelktif, syarat ini apabila dilanggar maka kolntraknya batal delmi 

hukum, melliputi : 

• Suatu hal (olbjelk) telrtelntu 

• Selsuatu selbab yang halal (kuasa) 

 
18 Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. 2021. Memahami Hukum Perikatan, Yogyakarta: Kepel 

Press, halaman 110-114. 
19 Martha Eri Safira, Op.Cit., halaman 87. 
20 Joko Sriwidodo dan Kristiawanto,Op.Cit.,halaman 141. 
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D. Pemutusan Hubungan Kerja 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 

PHK belrarti suatu keladaan di mana si buruh belrhelnti belkelrja dari 

majikannya. Hakikat PHK bagi buruh melrupakan awal dari pelndelritaan, 

maksudnya bagi buruh pelrmulaan dari selgala pelngakhiran, pelrmulaan dari 

belrakhirnya melmpunyai pelkelrjaan, pelrmulaan dari belrakhirnya 

kelmampuannya melmbiayai kelpelrluan hidup selhari-hari baginya dan 

kelluarganya. Pelngusaha, selrikat pelkelrja, dan pelmelrintah harus 

melngusahakan agar jangan telrjadi pelmutusan hubungan kelrja. 

Maimun melngatakan PHK adalah pelngakhiran hubungan kelrja 

karelna satu hal telrtelntu yang melngakibatkan belrakhirnya hak dan kelwajiban 

antara pelkelrja / buruh dan pelngusaha. Seltellah hubungan kelrja belrakhir 

pelkelrja / buruh tidak melmpunyai kelwajiban untuk belkelrja pada pelngusaha 

dan pelngusaha tidak belrkelwajiban melmbayar upah kelpada pelkelrja / buruh 

telrselbut. 

Melnurut Halim, bahwa PHK adalah suatu langkah pelngakhiran 

hubungan kelrja antara buruh dan majikan karelna suatu hal telrtelntu. 

Seldangkan melnurut Pasal 1 Ayat (4) Kelputusan Melntelri Telnaga Kelrja 

Nolmolr KElP-15A / MElN / 1994, PHK ialah pelngakhiran hubungan kelrja 

antara pelngusaha dan pelkelrja belrdasarkan izin panitia daelrah pusat. 
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Belrdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nolmolr 13 Taun 2003 

Telntang Keltelnagakelrjaan, diselbutkan bahwa PHK adalah pelngakhiran 

hubungan kelrja karelna suatu hal telrtelntu yang melngakibatkan belrakirnya 

hak dan kelwajiban antara pelkelrja / buruh dan pelngusaha. 

Belrdasarkan PP Nolmolr  35 Tahunn 2021 Pasal 1 Angka 15, 

Pelmutusan Hubungan Kelrja adalah pelngakhiran hubungan kelrja karelna 

suatu hal telrtelntu yang melngakibatkan hak dan kelwajiban antara 

pelkelrja/buruh dan pelngusaha. 

2. Jenis – Jenis Pemutusan Hubungan Kerja 

1) Pelmutusan hubungan kelrja delmi hukum 

PHK delmi hukum ialah PHK yang telrjadi delngan selndirinya 

selcara hukum. Pasal 1603.el KUHPelrdata melnyelbutkan bahwa hubungan 

kelrja belrakhir delmi hukum, jika habis waktunya yang diteltapkan dalam 

pelrjanjian dan dalam pelraturan undang – undang atau jika selmuanya itu 

tidak ada, melnurut kelbiasaan.21 

2) Pelmutusan kelrja ollelh pelngadilan 

PHK ollelh pelngadilan ialah tindakan PHK karelna adanya putusan 

hakim pelngadilan. Dalam hal ini salah satu pihak ( pelngusaha atau 

pelkelrja / kelluarganya ) melngajukan pelmbatalan pelrjanjian kelpada 

 
21 Ida Hanifah. 2020. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Medan: Pustaka Prima, halaman 

157. 
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pelngadilan. Colntolhnya bila pelngusaha melmpelkelrjakan anak dibawah 

umur ( kurang 18 (dellapan bellas) tahun ). Dimana wali anak telrselbut 

melngajukan pelmbatalan pelrjanjian kelrja kelpada pelngadilan. 

Namun belrdasarkan 1588 UUKK, pelngusaha dapat juga 

mellakukan PHK telrhadap pelkelrja / buruh mellalui pelngadilan nelge lri 

delngan alasan pelkelrja / buruh tellah mellakukan kelsalahan belrat.22 

3) Pelmutusan hubungan kelrja ollelh pelkelrja / buruh 

PHK ollelh pelkelrja / buruh ialah PHK yang timbul karelna kelhelndak 

pelkelrja / buruh selcara murni tanpa adanya relkayasa pihak lain. Jadi, PHK 

itu tidak hanya dilakukan ollelh pelkelrja / buruh. Dalam praktelk belntuknya 

adalah pelkelrja / buruh melngundurkan diri dari pelrusahaan telmpat ia 

belkelrja.23  

4) Pelmutusan hubungan kelrja ollelh Pelngusaha 

PHK ollelh pelngusaha ialah PHK di mana kelhelndak atau 

prakarsanya belrasal dari pelngusaha, karelna adanya pellanggaran atau 

kelsalahan yang dilakukan ollelh pelkelrja / buruh atau mungkin faktolr – 

faktolr lain, selpelrti pelngurangan telnaga kelrja, pelrusahaan tutup karelna 

melrugi, pelrubahan status dan selbagainya.24 

 
22 Ibid., halaman 161 – 162. 
23 Ibid., halaman 164. 
24 Ibid., halaman 166.  
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Rasiolnalisasi atau pelngurangan jumlah pelkelrja / buruh ini bisa 

telrjadi karelna delngan jumlah yang seldelmikian kelmungkinan pelrusahaan 

tidak akan mampu melnjalankan kelwajibannya ( misal melmbayar upah ) 

selsuai delngan yang ditelntukan pelraturan pelrundang – undangan.25 

Dalam hal pelmutusan hubungan kelrja delngan alasan 

rasiolnalisasi atau kelsalahan ringan pelkelrja / buruh dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2022 Telntang Cipta 

Kelrja bahwa pelngusaha, pelkelrja / buruh, dan pelmelrintah harus 

melngupayakan agar tidak teljadi pelmutusan hubungan kelrja. 

3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK 

Pelrlindungan hukum dalam pelmutusan hubungan kelrja yang 

telrpelnting adalah melnyangkut kelbelnaran status pelkelrja dalam hubungan 

kelrja selrta kelbelnaran alasan PHK. Alasan yang dipakai dasar untuk 

melnjatuhkan PHK yang dapat dibagi dalam dua kellolmpolk, yaitu alasan yang 

diizinkan dan alasan yang tidak diizinkan untuk di-PHK Yang pelrlu 

melndapat pelrhatian adalah adanya keltelntuan apabila pelkelrja telrtangkap 

tangan mellakukan kelsalahan belsar dapat di-PHK tanpa izin. Hal ini adalah 

belrtelntangan delngan hak asasi manusia, khususnya asas praduga tak 

belrsalah. Selselolrang dikatakan tellah telrbukti mellakukan pelrbuatan pidana 

 
25 Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma. 2019. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan 

Praktik di Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman 254. 
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apabila selcara telgas tellah diputuskan o llelh hakim. Apabila pelkelrja yang 

telrdapat telrtangkap tangan mellakukan kelsalahan belsar itu hanya melrupakan 

hasil relkayasa pelngusaha, apa bollelh buat akan belrakibat pelkelrja justru tidak 

melndapatkan pelrlindungan hukum dari Undang-Undang Nol. 13 Tahun 

2003. Adanya kelbelnaran alasan PHK untuk melnjaga kelmurnian alasan 

pelnjatuhan PHK dari relkayasa majikan. Melngingat kelbelnaran alasan sangat 

belrpelngaruh telrhadap hak yang nantinya dapat ditelrima ollelh buruh pasca 

izin PHK turun.  

Kelbelnaran alasan yang belrasal dari cara telrjadinya PHK yang 

datangnya dari buruh dapat digollolngkan melnjadi dua, yaitu karelna alasan 

buruh melngundurkan diri atau karelna adanya alasan melndelsak yang 

melngakibatkan buruh tidak dapat mellanjutkan hubungan kelrjanya. Alasan 

melngundurkan diri dari buruh harus belnar karelna jangan sampai telrdapat 

kelbolholngan di dalam alasan telrselbut. Pelngunduran diri itu harus belnar-

belnar murni atas inisiatif buruh selndiri tanpa dipelngaruhi ollelh pihak lain. 

Pihak lain di sini dapat dari majikan atau dari pihak keltiga.  

Dalam praktik alasan melngundurkan diri banyak dipakai ollelh 

pelrsolnalia atau HRD suatu pelrusahaan telntang kelluarnya selolrang buruh dari 

hubungan kelrja. Melskipun selbelnarnya pelngunduran diri itu hanya relkayasa 

majikan supaya hak yang dipelrollelh buruh lelbih kelcil daripada yang 

selharusnya. Kelnyataan dalam praktiknya selbelnarnya PHK telrselbut atas 
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inisiatif majikan, teltapi direlkayasa melnjadi PHK karelna pelngunduran diri 

buruh.  

Alasan melngundurkan diri dari pihak buruh selcara sukarella harus 

belnarbelnar ditellusuri kelbelnarannya. Hal ini untuk mellindungi buruh dari 

tindakan selwelnang-welnang dari majikan. Adanya alasan melndelsak dari 

buruh untuk molholn di-PHK juga untuk mellindungi buruh. Buruh hanya 

melmpunyai telnaga yang mellelkat pada dirinya untuk dibelrikan kelpada 

majikan dalam belntuk mellakukan pelkelrjaan, telnaga itulah satu-satunya 

harapannya untuk dapat melmelnuhi kelbutuhan hidup delngan melndapat upah. 

Apabila telrdapat buruh yang tiba-tiba melngajukan adanya alasan melndelsak 

untuk dilakukan PHK dapat diartikan keladaan diri buruh sudah dalam tahap 

melmbahayakan jiwanya, hal ini pelrlu untuk dilindungi.  

Kelbelnaran alasan yang belrasal dari majikan dapat 

dikatelgolrikan dalam dua hal, yaitu adanya pelnutupan pelrusahaan atau 

adanya kelsalahan buruh. Sellain itu, kelbelnaran alasan dapat juga ditellusuri 

dalam hal yang belrhubungan delngan aktivitas pelkelrja di Selrikat 

Pelkelrja/Buruh. Dalam kasus pelrsellisihan yang telrjadi antara Ko lmpas 

delngan Bambang (wartawannya). Tidak mudah melmbuktikan apakah PHK 

atau mutasel diselbabkan ollelh aktivitas buruh di Selrikat Pelkelrja. Apakah ada 

kaitan aktivitas di Selrikat Pelkelrja delngan telrjadinya PHK. Untuk 

melmbuktikannya, dapat dipakai saksi, surat (kalau ada), atau bias juga 

dipakai relnteltan pelristiwa, hubungan selbab akibat. Dalam jawabannya, 
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Bambang melnollak kelras dalil Kolmpas yang melnyatakan mutasi dirinya 

tidak belrhubungan delngan aktivitasnya selbagai Pelngurus Pelrkumpulan 

Karyawan Kolmpas (PKK). Di Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat Bambang 

juga melngajukan gugatan unioln busting, atau pelmbelrangusan selrikat 

pelkelrja. Kasus itu belrtelntangan delngan keltelntuan Pasal 28 huruf a Undang-

Undang Nol. 21 Tahun 2000, yaitu siapa pun dilarang melnghalang-halangi 

atau melmaksa pelkelrja/buruh untuk melmbelntuk atau tidak melmbelntuk, 

melnjadi pelngurus atau tidak melnjadi pelngurus, melnjadi anggolta atau tidak 

melnjadi anggolta dan/atau melnjalankan atau tidak melnjalankan kelgiatan 

selrikat pelkelrja/selrikat buruh delngan cara mellakukan pelmutusan hubungan 

kelrja, melmbelrhelntikan selmelntara, melnurunkan jabatan, atau mellakukan 

mutasi. Di lain pihak, pelnutupan pelrusahaan karelna adanya kelrugian yang 

didelrita ollelh majikan telrus-melnelrus harus dibuktikan kelbelnarannya. Jangan 

sampai itu hanya kelbolholngan atau kellicikan majikan untuk melmbuka usaha 

baru seltellah usaha yang lamanya dinyatakan pailit dan selmua buruhnya tellah 

di-PHK. Adanya bukti kelrugian harus mellalui prolsels audit dari akuntan 

publik paling seldikit sellama dua tahun telrakhir belrturut-turut. 

Pelrkelmbangan sellanjutnya pelnutupan usaha ini dipelrluas melliputi pula 

pelnutupan usaha karelna adanya folrcel majelur (misalnya telmpat usaha 

telrkelna belncana alam yang tidak melmungkinkan untuk dilanjutkan 

hubungan kelrja). Sellain itu, ada pelrluasan pelngelrtian kelrugian delngan 

adanya elfisielnsi, selhingga akan ada pelngurangan buruh yang di-PHK atau 
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adanya pelrubahan status atau pelrubahan kelpelmilikan atau adanya pelrubahan 

lolkasi telmpat kelrja. Apabila telrjadi hal ini, pihak majikan harus belrsikap 

telrbuka delngan melmbelrikan infolrmasi yang belnar, supaya tidak telrjadi 

pelrbuatan yang melngarah kelpada pelngrusakan dari pihak buruh 

Pelrlindungan hukum melngelnai Pelmutusan Hubungan Kelrja (PHK) selcara 

selpihak tellah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja, yang 

dimana dalam pelmutusan hubungan kelrja pelngusaha melmiliki larangan 

untuk mellakukan pelmutusan hubungan kelrja (PHK). Dalam pelmutusan 

hubungan kelrja yang telrpelnting adalah melnyangkut kelbelnaran status pelkelrja 

dalam hubungan kelrja selrta kelbelnaran alasan PHK. Alasan yang dipakai 

dasar untuk melnjatuhkan PHK yang dapat dibagi dalam dua kellolmpolk, yaitu 

alasan yang diizinkan dan alasan yang tidak diizinkan untuk di-PHK yang 

pelrlu melndapat pelrhatian adalah adanya keltelntuan apabila pelkelrja 

telrtangkap tangan mellakukan kelsalahan belsar dapat di-PHK tanpa izin.  

Hal ini adalah belrtelntangan delngan hak asasi manusia, khususnya 

asas praduga tak belrsalah. Selselolrang dikatakan tellah telrbukti mellakukan 

pelrbuatan pidana apabila selcara telgas tellah diputuskan ollelh hakim. Apabila 

pelkelrja yang telrdapat telrtangkap tangan mellakukan kelsalahan belsar itu 

hanya melrupakan hasil relkayasa pelngusaha, apa bollelh buat akan belrakibat 

pelkelrja justru tidak melndapatkan pelrlindungan hukum dari Undang-Undang 

Nol. 13 Tahun 2003.  
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Adanya kelbelnaran alasan PHK untuk melnjaga kelmurnian alasan 

pelnjatuhan PHK dari relkayasa majikan. Melngingat kelbelnaran alasan sangat 

belrpelngaruh telrhadap hak yang nantinya dapat ditelrima ollelh buruh pasca 

izin PHK turun. Kelbelnaran alasan yang belrasal dari cara telrjadinya PHK 

yang datangnya dari buruh dapat digollolngkan melnjadi dua, yaitu karelna 

alasan buruh melngundurkan diri atau karelna adanya alasan melndelsak yang 

melngakibatkan buruh tidak dapat mellanjutkan hubungan kelrjanya. 

Pelngunduran diri itu harus belnar-belnar murni atas inisiatif buruh 

selndiri tanpa dipelngaruhi ollelh pihak lain. Pihak lain di sini dapat dari 

majikan atau dari pihak keltiga. Dalam praktik alasan melngundurkan diri 

banyak dipakai ollelh pelrsolnalia atau HRD suatu pelrusahaan telntang 

kelluarnya selolrang buruh dari hubungan kelrja. Melskipun selbelnarnya 

pelngunduran diri itu hanya relkayasa majikan supaya hak yang dipelrolle lh 

buruh lelbih kelcil daripada yang selharusnya.  

Kelnyataan dalam praktiknya selbelnarnya PHK telrselbut atas inisiatif 

majikan, teltapi direlkayasa melnjadi PHK karelna pelngunduran diri buruh. 

Adanya alasan melndelsak dari buruh untuk molholn di-PHK juga untuk 

mellindungi buruh. Buruh hanya melmpunyai telnaga yang mellelkat pada 

dirinya untuk dibelrikan kelpada majikan dalam belntuk mellakukan pelkelrjaan, 

telnaga itulah satu-satunya harapannya untuk dapat melmelnuhi kelbutuhan 

hidup delngan melndapat upah.  
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Apabila telrdapat buruh yang tiba-tiba melngajukan adanya alasan 

melndelsak untuk dilakukan PHK dapat diartikan keladaan diri buruh sudah 

dalam tahap melmbahayakan jiwanya, hal ini pelrlu untuk dilindungi. 

Kelbelnaran alasan yang belrasal dari majikan dapat dikatelgolrikan dalam dua 

hal, yaitu adanya pelnutupan pelrusahaan atau adanya kelsalahan buruh.26 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Abdullah Sulaiman, Andi Walli. 2019. Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, Jakarta: 

YPPSDM, halaman 369-370. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Di PT. Pir Jaya Perkasa 

Pelrjanjian kelrja telrselbut belrisi syarat-syarat yang belrupa hak dan 

kelwajiban pelngusaha selrta pelkelrja. Dalam hal ini, hak-hak yang pelkelrja dapatkan 

adalah upah, cuti dan istirahat mingguan kelrja, jaminan solsial keltelnagakelrjaan, 

selrta uang kolmpelnsasi apabila pelrjanjian kelrja telrselbut belrakhir. Seldangkan hak 

dari pelrusahaan selndiri adalah melnelrima hasil kelrja dari para pelkelrja.  

Belrdasarkan hasil analisis melngelnai pelrjanjian kelrja bagi karyawan waktu 

telrtelntu mellalui surat pelrjanjian kelrja belrsama telntang pelmbuatan kolntrak kelrja 

maka PT. Pir Jaya Pelrkasa tellah mellaksanakan selsuai delngan pelraturan yang ada 

yaitu selbagaimana dijellaskan pada Pasal 13 Pelraturan Pelmelrintah Nol 35 Tahun 

2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja, Dan 

Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja, bahwa pelrjanjian kelrja yang 

dibuat selcara telrtulis selkurang-kurangnya harus melmuat : 

a. Nama, alamat pelrusahaan, dan jelnis usaha 

b. Nama, jelnis kellamin, umur, dan alamat pelkelrja/buruh 

c. Jabatan atau jelnis pelkelrjaan 

d. Telmpat pelkelrjaan 

e. Belsaran dan cara pelmbayaran upah 
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f. Hak dan kelwajiban pelngusaha dan pelkelrja/buruh selsuai delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan dan/atau syarat kelrja yang diatur dalam 

pelraturan pelrusahaan atau pelrjanjian kelrja belrsama 

g. Mulai dan jangka waktu belrlakunya PKWT 

h. Telmpat dan tanggal PKWT dibuat dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam PKWT 

Ada belbelrapa hal pada isi pelrjanjian kelrja waktu telrtelntu yang dibuat 

dalam belntuk draft surat pelrjanjian kelrja waktu telrtelntu yang implelmelntasinya 

tidak selsuai delngan keltelntuan Undang-Undang yaitu: 

1. Waktu Kelrja 

Belrdasarkan hasil analisis mellalui surat pelrjanjian kelrja antara PT. Pir 

Jaya Pelrkasa delngan pelkelrja, implelmelntasi Undang-Undang Keltelnagakelrjaan 

pada pelrusahaan PT. Pir Jaya Pelrkasa melngelnai waktu kelrja bellum dilakukan. 

Belrdasarkan keltelntuan kelselpakatan kelrja belrsama yang telrtuang dalam Pasal 

3 Ayat (1) Telntang Jam Kelrja, dinyatakan belrdasarkan pelraturan 

keltelnagakelrjaan yang belrlaku, jam kelrja elfelktif pelrusahaan diteltapkan 7 

(Tujuh) jam seltiap hari delngan jumlah hari kelrja 6 (Elnam) hari seltiap minggu 

dan 42 (Elmpat Puluh Dua) jam 1 (satu) minggu. 
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“Di PT. Pir tidak belrgelrak di satu bidang, mellainkan banyak divisi. 

Selbelnarnya di sini hari sabtu seltelngah hari sudah balik dari lapangan dan bisa 

pulang, teltapi untuk yang di bagian divisi industri itu pulangnya teltap jam 5”.27 

Hal ini tidak selsuai delngan Undang-Undang Keltelnagakelrjaan yang 

selharusnya jam kelrja elfelktif yang selsuai delngan Pasal 77 Ayat (2) Undang-

Undang Nol 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti 

Undang-Undang Nol 2  Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja, yaitu 7 (tujuh) jam 1 

(satu) hari dan 40 (jam) 1 (satu) minggu untuk 6 (elnam) hari kelrja dalam 1 

(satu) minggu; atau 8 (Dellapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (elmpat puluh) jam 1 

(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kelrja dalam 1 (satu) minggu. 

“Selbagai pelkelrja yang ditelmpatkan di bagian industri, saya 

melnyelpakati jam kelrja telrselbut dikarelnakan di hari sabtu kami dihitung kelrja 

lelmbur untuk pulang sampai jam 5 (lima) solrel”.28 

 

2. Upah Kelrja 

Kelbijakan pelneltapan upah minimum dalam kelrangka pelrlindungan 

upah delwasa ini masih melnelmui banyak kelndala selbagai akibat bellum 

telrwujudnya satu kelselragaman upah, baik selcara relgiolnal wilayah pro lvinsi 

atau kabupateln kolta maupun selcara nasiolnal. Dalam pelneltapan upah minimum 

 
27 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 07 April 2023, Pukul 15.00 WIB. 
28 Hasil Wawancara Farhan, Pekerja Lapangan PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya 

Perkasa, 27 April 2023, Pukul 16.45 WIB. 
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masih telrjadi pelrbeldaan yang didasarkan pada tingkat kelmampuan sifat dan 

jelnis pelkelrjaan masing-masing pelrusahaan yang kolndisinya belrbelda selrta 

seltiap daelrah tidak sama.29 

Belrdasarkan hasil analisis dari belbelrapa data yang dipelrollelh pada 

pelrjanjian kelrja belrsama antara pelkelrja/buruh dan pelrusahaan PT. Pir Jaya 

Pelrkasa melngelnai aturan upah minimum yang sudah ditelntukan olle lh 

pelmelrintah daelrah sudah ditelrapkan delngan baik. 

Hal ini juga dipelrkuat ollelh pelngakuan dari belbelrapa pelkelrja di PT. Pir 

Jaya Pelrkasa. Pelkelrja di PT. Pir Jaya Pelrkasa tellah melndapatkan upah rata-rata 

selbelsar Rp. 3.650.000. yang mana upah telrselbut tellah melmelnuhi upah 

minimum kolta Meldan tahun 2023 yang tellah diteltapkan ollelh Gubelrnur 

Sumatelra Utara yakni selbelsar Rp. 3.624.117. selhingga pelkelrja melndapatkan 

upah yang selsuai delngan pelraturan yang tellah diteltapkan ollelh pelmelrintah 

daelrah. 

 

3. Waktu Istirahat Dan Cuti 

Pada dasarnya tujuan pelmbelrian istirahat kelpada karyawan adalah 

untuk melmulihkan kolndisi kelselhatan, fisik, melntal, dan solsial karyawan 

selpelrti diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 

 
29 Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja 

Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham”, (Faculty Of Law, Universitas 

Islam Riau, Vol 01, No 2, Oktober 2017), halaman 158. 
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Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 

2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja. Karyawan pada umumnya manusia, sellain 

melnjadi karyawan di pelrusahaan, teltapi juga dalam masyarakat dan kelluarga, 

melrelka melmiliki fungsi dan kelwajiban solsial. 

“Karyawan yang dikolntrak sellama 1(satu) tahun belrhak melndapatkan 

cuti telrlelpas dari izin sakit”30 

“Pada saat intelrvielw dulu dijellaskan jika sudah belkelrja sellama seltahun 

baru bisa melndapat cuti”31 

Belrdasarkan hasil analisis dari belbelrapa data yang dipelrollelh pada 

pelrjanjian kelrja belrsama antara pelkelrja/buruh delngan pelrusahaan PT. Pir Jaya 

Pelrkasa melngelnai waktu istirahat dan cuti sudah diimplelmelntasikan delngan 

baik. Agar pelkelrja/buruh dapat mellaksanakan kelgiatan relkrelasi dan kelgiatan 

solsial melrelka telrmasuk relkrelasi kelluarga, kolntak delngan kelluarga, telman dan 

olrang lain, yang pada gilirannya melningkatkan kelselhatan yang lelbih baik bagi 

karyawan selcara fisik, melntal dan solsial, yang sangat melngganggu 

prolduktivitas dan melnyellaraskan hubungan delngan relkan kelrja. 

  

4. Jaminan Solsial 

 
30 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 27 April 2023, Pukul 15.00 WIB. 
31 Hasil Wawancara Farhan, Pekerja Lapangan PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya 

Perkasa, 22 Juni 2023, Pukul 16.45 WIB. 
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Dalam rangka mellindungi telnaga kelrja dari pada tingginya relsiko l yang 

melngancam kelsellamatan, kelselhatan, dan kelseljahtelraan telnaga kelrja delngan 

delmikian pelrlunya upaya mellindungi pelkelrja delngan jaminan solsial. Jaminan 

solsial telnaga kelrja adalah suatu pelrlindungan bagi telnaga  kelrja dalam belntuk 

santunan belrupa uang selbagai pelngganti dari dari pelnghasilan yang hilang atau 

belrkurang dan pellayanan selbagai akibat pelristiwa atau keladaan yang dialami 

ollelh telnaga kelrja.32 

Belrdasarkan pelnjellasan managelr PT. Pir Jaya Pelrkasa melngelnai 

prolgram jaminan solsial di PT. Pir Jaya Pelrkasa “Prolgram jaminan solsial 

kelpada pelkelrja disini ada yang sudah melndapatkannya dan ada juga yang 

bellum”.33 

Hal ini juga dibelnarkan ollelh pelkelrja lapangan PT. Pir Jaya Pelrkasa 

“BPJS yang didapat hanya Jaminan Kelselhatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan 

Kelmatian, Jaminan Kelcellakaan Kelrja”34  

Belrdasarkan pelnjellasan telrselbut implelmelntasi Undang-Undang 

Keltelnagakelrjaan pada pelrusahaan PT. Pir Jaya Pelrkasa melngelnai jaminan 

solsial bellum selpelnuhnya di lakukan. Belrdasarkan keltelntuan Pasal 18 Undang-

 
32 Rasman Habeani, Akmani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan 

Kerja”, (Jurnal Pilar Keadilan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Vol 1, No 2, September 2022), 

halaman 73. 
33 Hasil Wawancara Ridwan, Manager PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya Perkasa, 

07 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB. 
34 Hasil Wawancara Farhan, Pekerja Lapangan PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya 

Perkasa, 22 Juni 2023, Pukul 16.45 WIB. 
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Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja, bahwa 

jelnis prolgram jaminan solsial melliputi: 

a. Jaminan Kelselhatan; 

b. Jaminan Kelcellakaan Kelrja; 

c. Jaminan Hari Tua; 

d. Jaminan Pelnsiun; 

e. Jaminan Kelmatian; dan 

f. Jaminan Kelhilangan Pelkelrjaan. 

“Untuk prolgram yang diikuti ada jaminan kelselhatan, jaminan 

kelcellakaan kelrja, jaminan hari tua dan jaminan kelmatian”35 

Dalam hal ini pelrusahaan bellum selpelnuhnya melngimplelmelntasikan 

pasal telrselbut dalam pelmbuatan kolntrak kelrja belrsama. Selhingga para 

pelkelrja/buruh bellum melnelrima haknya yang selharusnya di dapat. 

“Untuk jaminan pelnsiun dan jaminan kelhilangan pelkelrjaan bellum 

diikutselrtakan dikarelnakan prolgram itu baru ada di undang-undang ciptakelrja, 

dan disini masih melngacu pada undang-undang keltelnagakelrjaan yang lama”36 

 

 
35  Hasil Wawancara Ridwan, Manager PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya Perkasa, 

07 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB. 
36 Ibid. 
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5. Kelsellamatan Dan Kelselhatan Kelrja (K3) 

Pada dasarnya pelngaturan melngelnai kelsellamatan dan kelselhatan kelrja 

(K3) telrdapat dalam Undang-Undang Nol.1 Tahun 1970 Telntang Kelsellamatan 

Kelrja dan Pelraturan Melntelri Telnaga Kelrja Nol.4 Tahun 1987 Telntang Pelmbina 

Kelsellamatan dan Kelselhatan Pelkelrja (P2K3)37 dan Undang-Undang Nolmolr 6 

Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-

Undang No lmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja. Kelselhatan dan 

Kelsellamatan Kelrja (K3) adalah prolgram yang dirancang bagi 

pelkelrja/pelngusaha untuk melngidelntifikasi poltelnsi bahaya dan pelnyakit akibat 

kelrja ditelmpat kelrja. Hubungan kelrja yang diselbabkan ollelh pelkelrjaan, dan apa 

yang diharapkan jika ini telrjadi. Tujuan dari prolseldur ini adalah untuk 

melngurangi biaya bagi pelrusahaan dari bahaya dan pelnyakit akibat kelrja. 

“Untuk alat K3 yang digunakan itu ada maskelr, hellm sarung tangan, 

selpatu, tolpi, dan apar”38 

Belrdasarkan hasil analisis pelrjanjian kelrja belrsama dan pelngamatan 

yang dilakukan di pelrusahaan PT. Pir Jaya Pelrkasa melngelnai pelngaturan 

Kelselhatan Dan Kelsellamatan Kelrja (K3) sudah dilaksanakan delngan baik. 

Colntolhnya pelkelrja/buruh yang akan mellakukan pelkelrjaannya harus lelngkap 

 
37 Deni Yusup Permana, Endang Sutrisno, Op.Cit., halaman 87. 
38 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 07 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB. 
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melnggunakan atribut selpelrti selpatu safelty, hellm, kacamata, dan maskelr 

gas/anti racun. 

 

6. Pelncatatan PKWT Di Dinas Telrkait 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 14 Pelraturan Pelmelrintah Nolmo lr 35 

Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu 

Kelrja Dan Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja. PKWT harus 

dicatatakan ollelh pelngusaha pada kelmelntelrian atau dinas yang 

melnyellelnggarakan urusan pelmelrintah di bidang keltelnagakelrjaan . 

Belrdasarkan pelngakuan dari Managelr PT. Pir Jaya Pelrkasa selluruh 

PKWT yang ada di PT. Pir Jaya Pelrkasa sudah dicatatkan di dinas 

keltelnagakelrjaan seltelmpat.39 

Hal ini juga dibelnarkan ollelh bagian administrasi PT. Pir Jaya Pelrkasa 

“Melmang selluruh pelkelrja PKWT disini tellah dicatatkan di dinas telrkait”.40 

 

7. Pelmbelrian Kolmpelnsasi PKWT 

Pada dasarnya pelngaturan melngelnai pelmbelrian kolmpelnsasi telrdapat 

dalam Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang No lmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta 

 
39 Ibid. 
40 Hasil Wawancara Dila, Admin PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya Perkasa, 22 Juni 

2023, Pukul 15.30 WIB. 
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Kelrja dan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian 

Kelrja  Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja Dan Waktu Istirahat, Dan 

Pelmtusan Hubungan Kelrja. Pelngusaha wajib melmbelrikan uang kolmpelnsasi 

kelpada pelkelrja/buruh yang hubungan kelrjanya belrdasarkan PKWT. 

Pelmbelrian uang kolmpelnsasi dilaksanakan pada saat belrakhirnya 

PKWT, apabila PKWT dipelrpanjang, uang kolmpelnsasi dibelrikan saat 

sellelsainya jangka waktu PKWT. Belsaran uang kolmpelnsasi dibelrikan selsuai 

delngan keltelntuan masa kelrja/12 x 1 (satu) bulan upah. 

“Jika pelkelrja melndapat pelrpanjangan kolntrak dari pelrusahaan, pelkelrja 

tidak melndapatkan kolmpelnsasi apapun”41  

Hal ini juga dipelrkuat ollelh pelngakuan dari bagian administrasi PT. Pir 

Jaya Pelrkasa. “Pada saat belrakhirnya PKWT dan akan dilakukan 

pelrpanjangan, pelkelrja/buruh tidak melndapatkan uang kolmpelnsasi dari 

pelrusahaan”42 

Belrdasarkan hasil analisis surat pelrjanjian kelrja antara PT. Pir Jaya 

Pelrkasa delngan pelkelrja dan pelnjellasan dari para pelkelrja dalam hal pelmbelrian 

uang kolmpelnsasi ollelh pelrusahaan telrhadap pelkelrja/buruh yang mellakukan 

pelrpanjangan PKWT bellum dilakukan, hal ini tidak selsuai delngan keltelntuan 

pelrundang-undangan yang ada. 

 
41 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 07 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB. 
42 Hasil Wawancara Dila, Admin PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir Jaya Perkasa, 22 Juni 

2023, Pukul 15.30 WIB. 
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B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Pir Jaya Perkasa 

Belntuk pelrjanjian kelrja diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nolmolr 6 

Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang 

Nolmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja melnyatakan bahwa “Pelrjanjian Kelrja 

Waktu Telrtelntu dibuat selcara telrtulis dan harus melnggunakan bahasa Indo lnelsia 

dan bahasa latin” dan Pasal 13 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 2021 

Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja, Dan Waktu 

Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja, bahwa pelrjanjian kelrja yang dibuat 

selcara telrtulis selkurang-kurangnya harus melmuat : 

a. Nama, alamat pelrusahaan, dan jelnis usaha 

b. Nama, jelnis kellamin, umur, dan alamat pelkelrja/buruh 

c. Jabatan atau jelnis pelkelrjaan 

d. Telmpat pelkelrjaan 

e. Belsaran dan cara pelmbayaran upah 

f. Hak dan kelwajiban pelngusaha dan pelkelrja/buruh selsuai delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan dan/atau syarat kelrja yang diatur dalam 

pelraturan pelrusahaan atau pelrjanjian kelrja belrsama 

g. Mulai dan jangka waktu belrlakunya PKWT 

h. Telmpat dan tanggal PKWT dibuat dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam PKWT 
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Tujuan PKWT dibuat selcara telrtulis adalah untuk melmbelrikan kelpastian 

hukum bagi para pihak, selhingga melnjamin kelpastian hak dan kelwajiban 

telrpelnuhi. Sellain itu juga hal ini dimaksudkan untuk melngantisipasi jika telrjadi 

pelrsellisihan dimasa yang akan datang. Maka akta pelrjanjian PKWT yang dibuat 

akan sangat melmbantu dalam prolsels pelmbuktian. Sellanjutnya maksud dari 

pelmbuatan pelrjanjian harus melnggunakan huruf latin, yaitu untuk melmudahkan 

para pihak dalam melmahami tulisan yang ada dalam akta pelrjanjian yang selhingga 

tidak melnyulitkan dalam melmbaca akta pelrjanjian yang ada. 

Namun tidak dapat dipungkiri dalam pellaksanaannya masih banyak 

pelngusaha yang tidak atau melmbuat pelrjanjian kelrja selcara telrtulis diselbabkan 

karelna keltidak mampuan sumbelr daya manusia maupun karelna kellaziman, 

selhingga atas dasar kelpelrcayaan melmbuat pelrjanjian kelrja selcara lisan. 

Keltidak mampuan sumbelrdaya yang dimaksudkan disini yaitu, kurangnya 

pelngeltahuan dari keldua pihak yang melmbuat PKWT akan aturan-aturan yang 

melngatur telntang pelrjanjian telrselbut. Apalagi dari pihak buruh/pelkelrja yang 

kelbanyakan hanya belrpelndidikan sampai Selko llah Melnelngah Atas (SMA). Hal ini 

melnyelbabkan pelngusaha yang biasanya melmiliki tingkat pelndidikan yang lelbih 

tinggi dari buruh/pelkelrja melmiliki cella untuk melmbuat suatu PKWT hanya atas 

dasar saling pelrcaya tanpa ada akta pelrjanjian kelrja. Seldangkan kelzaliman 

maksudnya adalah suatu kelselngajaan dari salah satu pihak yaitu pelngusaha, yang 

lelbih melmilih untuk melmbuat PKWT hanya selcara lisan. Tujuan pelngusaha 
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mellakukan PKWT hanya selcara lisan yaitu untuk melngurangi biaya yang akan di 

kelluarkan dalam prolsels pelmbuatan pelrjanjian kelrja kolntrak telrselbut. Apalagi 

dalam kolndisi selkarang ini dimana pelrsaingan dalam dunia usaha sudah selmakin 

kuat, maka pelngusaha sellalu melncari cara untuk melnghelmat selhingga dapat 

belrsaing. 

Belrdasarkan hasil analisis surat pelrjanjian kelrja PT. Pir Jaya Pelrkasa 

delngan pelkelrja, PT. Pir Jaya Pelrkasa melmbuat  pelrjanjian Kelrja waktu telrtelntu 

(PKWT) telrhadap pelkelrja/buruh sudah selsuai delngan Pasal 13 Pelraturan 

Pelmelrintah Nol 35 Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih 

Daya, Waktu Kelrja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja yaitu 

dalam belntuk telrtulis dan melnggunakan Bahasa Indolnelsia. Selhingga dapat dilihat 

apa saja yang melnjadi hak/kelwajiban pelrusahaan dan hak/kelwajiban yang harus 

dilakukan ollelh pelkelrja/buruh. 

Isi pelrjanjian kelrja melrupakan inti dari pelrjanjian kelrja. Ini belrkaitan 

delngan pelkelrjaan yang dipelrjanjikan. Adakalanya isi pelrjanjian kelrja ini dirinci 

dalam pelrjanjian, teltapi selring juga hanya dicantumkan polkolk-polkolknya saja. Isi 

pelrjanjian kelrja selbagaimana isi pelrjanjian pada umumnya, tidak bollelh 

belrtelntangan delngan pelraturan pelrundang-undangan, kelsusilaan dan keltelrtiban 

umum.  

Isi pelrjanjian kelrja melrupakan polkolk pelrsolalan, telgasnya pelkelrjaan yang 

dipelrjanjikan tidak bollelh belrtelntangan delngan keltelntuan dalam Undang-Undang 
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yang sifatnya melmaksa atau dalam undang-undang telntang keltelrtiban umum atau 

delngan tata susila masyarakat. Selhingga selcara polsitif isi pelrjanjian kelrja adalah 

delngan selndirinya melrupakan kelwajiban-kelwajiban dan hak-hak buruh selrta 

kelwajiban kelwajiban dan hak-hak majikan, yang belrpangkal pada mellakukan 

pelkelrjaan dan pelmbayaran upah, selring kali kelwajiban pihak yang satu telrsimpul 

dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu telrsimpul dalam kelwajiban pihak 

lainnya. Antara pelngusaha dan pelkelrja/buruh yang belrada di dalam suatu 

pelrusahaan melnimbulkan adanya hubungan kelrja, dimana hubungan kelrja ini 

telrjadi seltellah adanya suatu pelrjanjian kelrja antara pelkelrja/buruh dan pelngusaha. 

Istilah pelrjanjian kelrja melnyatakan, bahwa pelrjanjian ini melngelnai kelrja, 

yakni delngan adanya pelrjanjian kelrja timbul kelwajiban suatu pihak untuk belkelrja. 

Jadi belrlainan delngan pelrjanjian pelrburuhan yang tidak melnimbulkan hak dan 

kelwajiban untuk mellakukan pelkelrjaan,teltapi melmuat syarat-syarat telntang 

pelrburuhan. Belkelrja pada pihak lainnya, melnunjukkan bahwa pada umumnya 

hubungan itu sifatnya ialah belkelrja di bawah pimpinan pihak lainnya. Pelrjanjian 

kelrja pada dasarnya melmuat pula keltelntuan-keltelntuan yang belrkelnaan delngan 

hubungan kelrja itu, yaitu hak dan kelwajiban buruh selrta hak dan kelwajiban 

majikan. Keltelntuan ini dapat pula diteltapkan delngan pelraturan majikan, yaitu 

pelraturan yang selcara selpihak diteltapkan o llelh majikan yang diselbut delngan 

pelraturan pelrusahaan dan dapat pula diatur dalam pelrjanjian kelrja belrsama. 



59 

 

Kelnyataannya didalam dunia kelrja, selolrang pelkelrja/buruh yang akan 

melmulai belkelrja di suatu pelrusahaan akan melmbuat kelselpakatan delngan yang 

belrwujud pelrjanjian kelrja, delngan pelrusahaan yang akanmelmpelkelrjakannya. 

Pelrjanjian kelrja melrupakan awal telrjadinya hubungan kelrja antara pelkelrja delngan 

pelngusaha. 

Pelrjanjian kelrja biasanya tellah diseldiakan selcara selpihak ollelh PT. Pir Jaya 

Pelrkasa yang akan melmpelkelrjakan pelkelrja/buruh telrselbut, dimana isi dari 

pelrjanjian kelrja telrselbut sudah dibuat selcara selpihak ollelh pelrusahaan dan pihak 

pelkelrja/buruh hanya tinggal melnandatangani saja selbagai belntuk melnyeltujuinya 

atau dapat melno llak pelrjanjian kelrja telrselbut. Belrhubung isi pelrjanjian kelrja tellah 

dibuat telrlelbih dahulu selcara selpihak ollelh pelrusahaan, maka biasanya isinya 

celndelrung belrat selbellah dan lelbih melmbelrikan keluntungan kelpada pelngusaha, 

dan pelkelrja/buruh belrada dalam polsisi yang dirugikan. Keladaan ini timbul karelna 

keldudukan pelngusaha yang kuat baik dalam selgi elkolnolmi maupun kelkuasaan, 

seldangkan pelkelrja/buruh belrada dalam polsisi yang lelmah karelna selbagai pihak 

yang melmbutuhkan pelkelrjaan. Polsisi molnolpo lli pelngusaha ini melmbuka pelluang 

baginya untuk melnyalahgunakan keldudukannya. Akibatnya pelngusaha melngatur 

hak-haknya dan tidak kelwajibannya.  

Keladaan telrselbut jellas tidak melmbelrikan pelrlidungan telrhadap 

pelkelrja/buruh. Selharusnya pelmbuatan pelrjanjian kelrja didasarkan kelpada asas 

kelbelbasan belrko lntrak, namun pada kelnyataannya para pelkelrja/buruh tidak akan 
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belrani melminta pelrusahaan untuk melrubah klausul telrselbut yang jellas melrugikan 

pelkelrja/buruh, karelna takut tidak akan ditelrima selbagai pelkelrja/buruh di 

pelrusahaan telrselbut. 

Pelrjanjian PKWT yang dibuat ollelh PT. Pir Jaya Pelrkasa, yang pada intinya 

selbagai belrikut,  

1. Idelntitas para pihak  

2. Adanya kata selpakat 

3. Keltelrangan melngelnai jabatan 

4. Upah dan tunjangan 

5. Waktu dimulainya pelrjanjian dan belrakhirnya pelrjanjian kelrja  

6. Syarat-syarat kelrja yang melmuat hak dan kelwajiban para pihak 

7. Telmpat dan tanggal pelrjanjian yang dibuat 

8. Tanda tangan para pihak dalam pelrjanjian kelrja waktu telrtelntu 

Jika dilihat dari isi surat PKWT yang ada maka pada dasarnya isi dari 

pelrjanjian kelrja waktu telrtelntu sama delngan isi dari pelrjanjian kelrja waktu tidak 

telrtelntu. Namun yang melmbeldakan disini adalah jangka waktu belrlakunya 

pelrjanjian kelrja. Jangka waktu pelrjanjian kelrja adalah suatu masa kelrja yang 

dibelrikan pelrusahaan kelpada pelkelrja untuk mellaksanakan suatu pelkelrjaan delngan 

batas waktu. Apabila batas waktu yang tellah di telntukan dalam pelrjanjian kelrja 

kolntrak belrakhir, maka selcara oltolmatis, hubungan kelrja antara pelrusahaan dan 

pelkelrja dianggap sellelsai. 
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Melnurut Undang-Undang jangka waktu yang paling lama untuk PKWT 

yaitu sellama maksimal 5 Tahun, PKWT dapat dipelrpanjang belbelrapa kali. Hal ini 

selsuai delngan keltelntuan Pasal 8 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 2021 

Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja Dan Waktu 

Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja, yang melnyatakan bahwa PKWT 

belrdasarkan jangka waktu dapat dibuat kelselluruhan selrta pelrpanjangan tidak lelbih 

dari 5 Tahun. 

“Ada yang lelbih dari 5(lima) Tahun masih dikolntrak, disini selluruh pelkelrja 

masih dikolntrak walaupun sudah belkelrja lelbih dari 5(lima) Tahun”43 

Hal ini tidak selsuai delngan keltelntuan Pasal 8 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 

35 Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja 

Dan Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja, yang melnyatakan bahwa 

PKWT belrdasarkan jangka waktu dapat dibuat kelselluruhan selrta pelrpanjangan 

tidak lelbih dari 5 Tahun. 

 

C. Pemenuhan Hak Pekerja Yang Tidak Diperpanjang Kontrak Kerja PKWT 

Di PT. Pir Jaya Perkasa 

PHK delmi hukum telrjadi karelna alasan batas waktu masa kelrja yang 

diselpakati tellah habis atau apabila buruh melninggal dunia. Belrdasarkan keltelntuan 

 
43 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 27 April 2023, Pukul 15.00 WIB. 
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Pasal 61 Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja 

pelrjanjian belrakhir apabila : 

a. Pelkelrja/Buruh melninggal dunia 

b. Belrakhirnya jangka waktu pelrjanjian kelrja 

c. Sellelsainya suatu pelkelrjaan telrtelntu 

d. Adanya putusan pelngadilan dan/atau putusan lelmbaga pelnyellelsaian 

Pelrsellisihan Hubungan Industrial yang tellah melmpunyai kelkuatan hukum 

teltap 

e. Adanya keladaan atau keljadian telrtelntu yang dicantumkan dalam pelrjanjian 

kelrja, pelraturan pelrusahaan, atau pelrjanjian kelrja belrsama yang dapat 

melnyelbabkan belrakhirnya hubungan kelrja. 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 1603 el Burgelrlijk Weltbolelk, pelngelrtian 

waktu telrtelntu yang melnelntukan belrakhirnya suatu hubungan kelrja diteltapkan 

dalam pelrjanjian, atau diteltapkan dalam pelraturan pelrundang-undangan selrta 

kelbiasaan.44 

Apabila ada pelkelrja/buruh yang tidak dipelrpanjang kolntrak kelrja PKWT 

maka harus melmelnuhi pelmelnuhan hak selsuai delngan keltelntuan Pasal 61 A 

Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja yang 

 
44 Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, Op.Cit., halaman 361. 
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melnyatakan pelngusaha wajib melmbelrikan uang kolmpelnsasi kelpada 

pelkelrja/buruh. 

Belsaran uang kolmpelnsasi yang dibelrikan kelpada pelkelrja/buruh diatur 

dalam Pasal 16 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 2021 yaitu belsaran uang 

kolmpelnsasi dihitung selcara prolpolrsiolnal delngan pelrhitungan  masa kelrja/12 x 

1(satu) bulan upah. 

Sellain uang kolmpelnsasi pelkelrja/buruh yang tidak dipelrpanjang ko lntrak 

kelrja juga akan melndapatkan manfaat dari prolgram jaminan solsial yang diikuti, 

adapaun manfaat yang didapatkan ialah : 

1. Jaminan Kelhilangan Pelkelrjaan 

Manfaat JKP (Jaminan Kelhilangan Pelkelrjaan) belrupa uang tunai, aksels 

infolrmasi pasar kelrja dan pellatihan kelrja. Manfaat JKP dibelrikan kelpada 

pelselrta yang melngalami pelmutusan hubungan kelrja, manfaat JKP dapat 

diajukan seltellah pelselrta melmiliki masa iur paling seldikit 12 (dua bellas) bulan 

dalam 24 (dua puluh elmpat) bulan dan tellah melmbayar iuran paling singkat 6 

(elnam) bulan belrturut-turut pada BPJS Keltelnagakelrjaan. 

Manfaat uang tunai dibelrikan seltiap bulan paling banyak 6 (elnam) 

bulan upah delngan keltelntuan selbagai belrikut : 

a. Selbelsar 45% (elmpat puluh lima pelrseln) dari upah untuk 3 (tiga) bulan 

pelrtama 
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b. Selbelsar 25% (dua puluh lima pelrseln) dari upah untuk 3 (tiga) bulan 

belrikutnya. 

Dalam hal upah mellelbihi batas upah maka upah yang digunakann selbagai 

dasar pelmbayaran manfaat uang tunai selbelsar Rp. 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah). 

“Dikolntrak PT. PJP sellama satu tahun dan waktu saat belrakhirnya 

PKWT dan tidak melndapatkan pelrpanjangan hanya melndapatkan gaji dan 

kolmpelnsasi yang belsarannya satu bulan gaji selrta selmbakol dari PT. Pir Jaya 

Pelrkasa”45 

Dalam hal belrakhirnya PKWT antara pelkelrja/buruh delngan pelrusahaan 

di PT. Pir Jaya Pelrkasa sudah mellaksanakan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 

Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Dan Waktu  

Kelrja Dan Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja delngan 

melmbelrikan kolmpelnsasi telrhadap pelkelrja/buruh yang PKWT nya belrakhir 

dan tidak melndapatkan pelrpanjangan. 

“Sellama belkelrja bellum melndapatkan selluruh prolgram jaminan solsial 

yang ada di ciptakelrja, yang dibelrikan PT. PJP hanya selbagian saja”46 

 
45 Hasil Wawancara Ari, Mantan Pekerja PKWT PT. Pir Jaya Perkasa, Di Medan, 10 Maret 

2023, Pukul 19.30 WIB. 
46 Ibid. 
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Hal ini juga dibelnarkan ollelh managelr olpelrasiolnal PT. Pir Jaya Pelrkasa 

“Melmang bellum selluruhnya, yang bellum diikuti ada 2(Dua) lagi yaitu, 

jaminan pelnsiun dan jaminan kelhilangan pelkelrjaan”47 

Dalam hal ini pelngusaha tidak melngikutselratakan pelkelrja/buruh dalam 

belbelrapa prolgram jaminan solsial selhingga melnimbulkan kelrugian yang 

dialami ollelh pelkelrja/buruh yang PKWT nya belrakhir dan tidak dipelrpanjang 

untuk melndapatkan salah satu prolgram dari jaminan solsial yaitu jaminan 

kelhilangan pelkelrjaan. 

 Melnurut Pasal 37 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 37 Tahun 2021 

Telntang Pelnyellelnggaraan Prolgram Jaminan Kelhilangan Pelkelrjaan dalam hal 

pelngusaha tidak melngikutselrtakan Pelkelrja/buruh dalam prolgram JKP dan 

telrjadi Pelmutusan Hubungan Kelrja, pelngusaha wajib melmelnuhi hak 

pelkelrja/buruh belrupa manfaat uang tunai dan manfaat pellatihan kelrja. 

Dalam hal ini pelkelrja/buruh yang tidak melndapatkan pelrpanjangan 

PKWT tidak melndapatkan manfaat dari prolgram JKP telrsselbut dan hanya 

melndapatkan uang kolmpelnsasi dari pelrusahaan, selhingga hak-hak yang 

harusnya didapatkan ollelh pelkelrja/buruh melnjadi tidak telrpelnuhi. 

2. Jaminan Pelnsiun 

 
47 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 27 April 2023, Pukul 15.00 WIB. 
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Jaminan pelnsiun disellelnggarakan untuk melmpelrtahankan delrajat 

kelhidupan yang layak pada pelselrta kelhilangan atau belrkurang pelnghasilannya 

karelna melmasuki usia pelnsiun atau melngalami cacat toltal teltap. Hal telrselbut 

belrarti belsaran jaminan pelnsiun harus mampu melmelnuhi kelbutuhan polkolk 

pelkelrja/buruh dan kelluarganya. Jaminan pelnsiun disellelnggarakan belrdasarkan 

manfaat pasti, yaitu adanya batas minimum dan maksimum manfaat yang akan 

ditelrima pelselrta. 

Manfaat jaminan pelnsiun belrwujud uang tunai yang dibayarkan kelpada 

pelselrta yang tellah melncapai usia pelnsiun selsuai folrmula yang 

diteltapkan.belsarnya iuran jaminan pelnsiun untuk pelselrta pelnelrima upah 

ditelntukan belrdasarkan prelselntasel telrtelntu dari upah atau pelnghasilan atau 

suatu jumlah nolminal telrtelntu, yang ditanggung belrsama antara pelmbelri kelrja 

dan pelkelrja. Dalam UU Keltelnagakelrjaan, iuran jaminan pelnsiun dapat 

dibayarkan pelnuh ollelh pelngusaha, yang disamakan delngan uang pelsango ln.48 

Pelrusahaan yang sama selkali tidak melndaftarkan pelkelrjanya ke l 

prolgram jaminan pelnsiun dapat dikatelgolrikan pellanggaran telrhadap jaminan 

solsial keltelnagakelrjaan, karelna jaminan pelnsiun wajib dibelrikan ollelh 

pelngusaha kelpada pelkelrja keltika ada kelselpakatan yang dibuat ollelh pelmbelri 

kelrja dan pelkelrja, selhingga pelngusaha selharusnya melmbelrikan hak bagi 

 
48 Ari Hernawan, “Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi 

Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun”, (KERTHA 

PATRIKA, Vol 38, No 1, Januari-April 2016), halaman 8. 
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pelkelrja dan pelkelrja mellaksanakan kelwajibannya, jaminan pelnsiun wajib 

dibelrikan keltika ada hubungan kelrja seljak dibelrlakukan Pelraturan Pelmelrintah 

Nolmolr 45 Tahun 2015 Telntang jaminan pelnsiun.49 

Dalam hal ini PT. Pir Jaya Pelrkasa tidak melngikutselrtakan 

pelkelrja/buruh dalam prolgram jaminan pelnsiun. Hal ini juga dibelnarkan ollelh 

managelr olpelrasiolnal PT. Pir Jaya Pelrkasa “Melmang bellum selluruhnya, yang 

bellum diikuti ada 2(Dua) lagi yaitu, jaminan pelnsiun dan jaminan kelhilangan 

pelkelrjaan”50 

Pelmbelri kelrja yang tidak melngikutselrtakan pelkelrja/buruh untuk 

melndapatkan jaminan solsial telrselbut bisa melndapatkan sanksi selbagaimana 

diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU BPJS selrta Pasal 5 ayat (2) Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 86 Tahun 2013 telntang Tata Cara Pelngelnaan Sanksi 

Administratif Kelpada Pelmbelri Kelrja Sellain Pelnyellelnggara Nelgara dan Seltiap 

O lrang, Sellain Pelmbelri Kelrja, Pelkelrja, dan Pelnelrima Bantuan Pelnyellelnggara 

Jaminan Solsial, yaitu:51 

a. Telguran Telrtulis 

 
49 Reza Rizky Farza DKK, “Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam Rangka 

Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak”, (Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4 No 1, September 

2019), halaman 158. 
50 Hasil Wawancara Ridwan, Manager Operasional PT. Pir Jaya Perkasa, Di Kantor PT. Pir 

Jaya Perkasa, 27 April 2023, Pukul 15.00 WIB. 
51 Tri Jata Ayu, “Adakah Sanksi Jika Perusahaan Meniadakan Program Jaminan Pensiun”, 

https://hukumonline.com/klinik/adakah-sanksi-jika-perusahaan-meniadakan-program-jaminan-

pensiun/, Diakses Minggu, 30 April 2023, Pukul 10.15 WIB. 

https://hukumonline.com/klinik/adakah-sanksi-jika-perusahaan-meniadakan-program-jaminan-pensiun/
https://hukumonline.com/klinik/adakah-sanksi-jika-perusahaan-meniadakan-program-jaminan-pensiun/
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b. Delnda; dan/atau 

c. Tidak melndapatkan pellayanan publik telrtelntu. 

 

Apabila hak yang diperjanjikan tersebut adalah hak normatif atau hak yang 

timbul dari Undang-Undang pekerja dapat melakukan pengaduan ke bidang 

pengawasan ketenagakerjaan yang ada di Kantor Ketenagakerjaan di tingkat 

Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. 

Atau bila ingin diperselisihkan, maka harus menempuh mekanisme 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang No. 2 tahun 2004.  PPHI mengenai salah satu jenis perselisihan yakni 

perselisihan mengenai hak atau perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak 

akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

Sesuai ketentuan yang berlaku dalam PPHI, penyelesaian pertama kali 

dilakukan dengan perundingan bipartit yang diwakilkan dari manajemen perusahaan 

dan juga perwakilan pekerja untuk membahas permasalahan yang ada. Tahap 

perundingan Bipartit yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha/pemberi 

kerja dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk 

mencapai mufakat dan harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya 

perundingan. Bila tidak mencapai mufakat, proses dapat diselesaikan dengan tahap 
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mediasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat dan kemudian bila tidak juga mencapai 

kesepakatan harus menempuh proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial.52 

 
52 WageIndicator, “ Ketentuan Seputar Perjanjian Kerja ”, https://gajimu.com/pekerjaan-

yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja , Diakses  Selasa, 29 Agustus 2023, 09.30 WIB. 

 

https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil pelmaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal 

selbagai belrikut : 

1. Implelmelntasi hukum keltelnagakelrjaan Indo lnelsia di PT. Pir Jaya Pelrkasa bellum 

dilaksanakan atau  ditelrapkan selluruhnya. Telrdapat belbelrapa pasal yang tidak 

selsuai selpelrti waktu kelrja yang selharusnya 40(elmpat puluh) jam untuk 

6(elnam) hari kelrja teltapi di PT. Pir Jaya Pelrkasa waktu kelrja yang ditelrapkan 

42(elmpat puluh dua) jam untuk 6(elnam) hari kelrja. PT. Pir Jaya Pelrkasa juga 

bellum selpelnuhnya melngikuti prolgram jaminan solsial yang disellelnggarakan 

ollelh pelmelrintah selpelrti, jaminan kelselhatan, jaminan kelcellakaan kelrja, jaminan 

hari tua, jaminan pelnsiun, jaminan kelmatian, dan jaminan kelhilangan 

pelkelrjaan. Dari prolgram telrselbut telrdapat 2(dua) jaminan solsial yang tidak 

diikuti yaitu, jaminan pelnsiun, dan jaminan kelhilangan pelkelrjaan. PT. Pir Jaya 

Pelrkasa juga tidak melmbelrikan uang kolmpelnsasi telrhadap karyawan PKWT 

yang belrakhir kolntrak kelrja dan mellakukan pelrpanjangan kolntrak kelrja, 

selharusnya melnurut undang-undang pelmbelrian kolmpelnsasi telrhadap 

karyawan PKWT yang mellakukan pelrpanjangan kolntrak kelrja teltap dibelrikan 

saat PKWT belrakhir dan selbellum pelrpanjangan PKWT. 
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2. PT. Pir Jaya Pelrkasa tellah melmbuat surat atau draft pelrjanjian Kelrja waktu 

telrtelntu (PKWT) telrhadap pelkelrja/buruh sudah selsuai delngan Pasal 13 

Pelraturan Pelmelrintah Nomorl 35 Tahun 2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu 

Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan 

Hubungan Kelrja yaitu dalam belntuk telrtulis dan melnggunakan Bahasa 

Indolnelsia. Melnurut Undang-Undang jangka waktu yang paling lama untuk 

PKWT yaitu sellama maksimal 5 Tahun, PKWT dapat dipelrpanjang belbelrapa 

kali. Di PT. Pir Jaya Pelrkasa masih ada pelkelrja/buruh yang sudah belkelrja 5 

Tahun atau lelbih teltap masih dikolntrak atau melnjadi pelkelrja PKWT. Hal ini 

tidak selsuai delngan keltelntuan Pasal 8 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 35 Tahun 

2021 Telntang Pelrjanjian Kelrja Waktu Telrtelntu, Alih Daya, Waktu Kelrja Dan 

Waktu Istirahat, Dan Pelmutusan Hubungan Kelrja, yang melnyatakan bahwa 

PKWT belrdasarkan jangka waktu dapat dibuat kelselluruhan selrta pelrpanjangan 

tidak lelbih dari 5 Tahun. 

3. Pelmelnuhan hak pelkelrja yang tidak dipelrpanjang kolntrak kelrja di PT. Pir Jaya 

Pelrkasa bellum selpelnuhnya dilakukan. Pelkelrja yang tidak dipelrpanjang hanya 

melndapatkan kolmpelnsasi 1(satu) bulan upah dan selmbakol dari PT. Pir Jaya 

Pelrkasa, selharusnya pelkelrja juga melndapatkan manfaat dari prolgram jaminan 

kelhilangan pelkelrjaan belrupa uang tunai dan infolrmasi pasar kelrja. Hal ini 

diselbabkan karelna PT. Pir Jaya Pelrkasa bellum melngikutselrtakan pelkelrja 

dalam prolgram jaminan kelhilangan pelkelrjaan yang diadakan ollelh pelmelrintah. 

 



72 

 

B. Saran 

1. PT. Pir Jaya Pelrkasa diharapkan melngimplelmelntasikan waktu kelrja yang 

selsuai delngan pelrundang-undangan yang ada, jaminan solsial yang 

disellelnggarakan ollelh pelmelrintah juga harus selpelnuhnya diikuti agar pelkelrja 

melndapatkan hak-hak yang selharusnya didapatkan. PT. Pir Jaya Pe lrkasa 

diharapkan melmbelrikan  ko lmpelnsasi telrhadap pelkelrja yang mellakukan 

pelrpanjangan ko lntrak kelrja selsuai undang-undang.  

2. PT. Pir Jaya Perkasa diharapkan mengangkat pe lkelrja yang sudah belkelrja 5 

Tahun atau lelbih di PT. Pir Jaya Pelrkasa agar diangkat melnjadi pelkelrja teltap. 

3. PT. Pir Jaya Pelrkasa diharapkan melmbelrikan manfaat uang tunai dan manfaat 

pelatihan kerja telrhadap pelkelrja yang tidak dipelrpanjangan kolntrak kelrja selsuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan.  
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